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BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakangMasalah

Penetapan hukum Islam terhadap perbuatan zina adalah

haram dandosabesarbagiyangmelakukannya.1Keharamanzina

yang diambildaridalilqath’iyang bersumberdalam al-Qur’an,

terdapatdalam Q.S.al-Isra>/17:32;

) الًيبِسَ ءَاسَوَ ةًشَحِافَ نَاكَ هُنَّإِ انَزِّلا اوبُرَقْتَ (32الَوَ

Terjemahnya:

Danjanganlahkamumendekatizina;(zina)itusungguhsuatu
perbuatankeji,dansuatujalanyangburuk.2

Merujuk pada ayat yang disebut,para Imam Mazhab

menjelaskan bahwaIslam melarang perzinaan dan merupakan

peringatan yang sangat keras dalam al-Qur’an.Zina dapat

merusaktatanan keturunan darikelangsungan hidup manusia.

Zina dapat mengaburkan nasab seseorang,sehingga itu

sebabnyadalam al-Qur’anbahwazinaadalahperbuatankejidan

1Kurniati,Hak AsasiManusia dalam PerspektifHukum Pidana Islam (Cet.I;
Makassar:AlauddinPress,2011)h.172.

2DepartemenAgamaRI.,Al-QurandanTerjemahnya(Surabaya:MekarSurabaya,
Danakarya,2004),h.429.
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suatu jalan yang buruk.Namun penting untuk digarisbawahi

bahwa zina adalah hubungan seksualantara laki-lakidengan

perempuan secara haram.Sementara itu,dalam hukum Islam

bahwa Rasulullah saw. melaknat hubungan seksual yang

dilakukansesamajenis,laki-lakidenganlaki-laki(homoseksual),

hubunganseksualantaraperempuandenganperempuan(lesbian),

atau lazimnyaistilah hukum Islam,hubungan seksualsesama

jenisdisebutliwath.

Dalilqath’idarihadisyangdiambilolehmazhabMalikiyah

dan mazhab Hanabilah, untuk mengharamkan orang yang

melakukanzina.HadisyangdiriwayatolehAbuDauddanTirmizi:

هريغ عرز هءام يقسي نأ الآرخ مويلا باللهو نمؤي ءىرم لا لحي 3لا

Artinya:

“DariNabisaw.bersabda:Tidakhalalbagiseseorangyang
beriman kepada Allah dan hariakhirat, maka janganlah
menumpahkanspermanyapadajaninoranglain.”(H.R.Abi>
Da>ud).

Dengandemikian,hadisitumencerahkantentanglarangan

seoranglaki-lakimenumpahkanspermanyapadajaninoranglain,

laki-lakimenggaulisesama laki-laki,sebab yang demikian itu

3Al-Imam AbiDaud,SunanAbiDaud(Daral-Fikr;Beirut,1994),h.217.
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meniruperilakuhomosekspadakaum NabiLuthas.Bersandar

padahadisitu,hubunganseksualyangdihalalkandalam hukum

agamayaknihukum Islam denganmelaluiinstitusiperkawinan.

Perkawinan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. adalah

perkawinan yang terdiri dari laki-lakidan perempuan atau

berlainanjenis,sehinggamampumelestarikanketurunanumat

manusia,bukanuntukkebutuhanbiologissemata.

Perkawinan yangdiaturdalam UU RI.No.1Tahun1974

adalah ikatanlahirbatinantaraseorangpriadenganseorang

wanitasebagaisuamiistridengantujuanmembentukkeluarga

(rumahtangga)yangbahagiadankekalberdasarkanKetuhanan

YangMahaEsa.4Perkawinandalam UURI.No.1Tahun1974Pasal

1 memuatnilainormatif-moralitas yaknimenguatkan norma-

norma dan pengamalan ibadah dalam agama yang diyakini.

Pelaksanaan perkawinantidakbolehbertentangandenganetika

danakhlakulkarimahyangtelahdibangunolehRasulullahsaw.di

masalalu.

Tujuan perkawinan untukmengimplementasikan hakdan

kewajiban suamiistridalam rumah tangga dilandasidengan

prinsipKetuhananYangMahaEsa.Dengandemikian,perkawinan

mutlak dilaksanakan sesuaidengan hukum agamanya yakni

4RepublikIndonesia,UURI.No.1Tahun1974Pasal1.
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hukum Islam bagiorang-orang yang beragama Islam sebagai

perwujudanpengabdiandanketaatankepadaAllahSwt.Selain

tujuanutamayangdimaksudbahwaperkawinanitudilaksanakan

untuk melahirkan anak-anak sah dan memenuhikeseluruhan

haknya.5 Maknadaripelaksanaanperkawinandapatdipertajam

dengantidaksekadarmewujudkankebutuhanseksual,tetapisarat

dengan nilai-nilai moralitas dan ibadah agar memperoleh

keturunansah.

Kaitannyadenganpernyataanitu,tidakdielakkankomunitas

LGBTdiIndonesiayangkeberadaannyaberkembangpesatdan

tersebardiberbagaidaerah diIndonesia,meskikeberadaan

komunitasinimendapatreaksipenolakandariForum Pembela

Islam (FPI) dengan membubarkan secara frontalkegiatan

pemilihan putriwaria disebuah hotelternama diSurabaya

beberapawaktusilam.DataemperismenunjukankomunitasLGBT

tidakhanya diakuiada,tetapimempunyaivisidan misitelah

teragendapadaacara-acarapenting.SejakdulukomunitasLGBT

diIndonesia,keberadaannyadikritikatauditolakolehkelompok

agama sepertiFPI,Majelis Ulama Indonesia (MUI),Gerakan

PemudaAntiPenyimpanganMalangRaya,dansebagainya.

5Fikri,DinamikaHukum PerdataIslam,LegislasiHukum Islam diIndonesia(Cet.I;
Yokyakarta:TrustMedia,2015),h.49-50.
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Lesbian,Gay,BesexualdanTransgenderyangbiasasingkat

LGBT adalah dianggap isue kontemporer yang masih

menggelinding sepertibola salju dan tengah diperdebatkan

keberadaannyadalam sosialkemasyarakatan.LGBTadalahsalah

satukomunitasdiluardarijenislaki-lakidanperempuan,menilai

dirinyamasihterbelengguolehetikadannorma,yangmestinya

dinikmatidarisejumlahhaknyaitu.Hanyasajahak-haknyatidak

dapatdikonkretkandenganalasanbahwaperilakumenyimpang

olehLGBTbertentangandengannormaagamadanmoralitas.

Sebelum pasca penolakan RUU-KHUPidana diMahkamah

Konstitusi(MK),telahdiungkapkanolehDinaMartianysebagaitim

penyusun Kesetaraan dan Keadilan Gender(KKG)dan Peneliti

bidangStudiGenderpadaPusatPengkajian,PengolahanDatadan

Informasi(P3DI) Setjen DPR-RI,mengemukakan perdebatan

tentangperkawinansangatramaidanpalingbanyakdikritik.Pasal

12 hurufa RUU KKG menyebutkan “setiap orang berhak:

memasukijenjangperkawinandanmemilihsuamiatauistrisecara

bebas.” Pasaliniselanjutnya disebut mendapat kritik yang

menolakRUU KKG.Sumberdatadikuatkanmelaluiwawancara

dariTitikRahayu,sebagaiWakilKetuaForum KomunikasiMajelis

Taklim Lampung menyebutkan bahwa apabila pasalinitidak

segera diklarifikasi, maka memberi kesempatan dalam



6

melegalkan perkawinan sesama jenis. Sebab dapat

mengakibatkansalahpersepsitidakdalam kalimatbahwasetiap

orang berhak memilih suamiatau isteriyang berlainan jenis.

Sebaliknya,kata“memilihisteriatausuamisecarabebas”dapat

disalahartikanmemberipeluanguntukmemilihistriatausuami

sesamajenis.SehinggahalinidiluruskanolehMartianybahwa

kalimatitu seharusnya ada penambahan kata “yang berlainan

jenis,”sebabbertentangandenganhukum Islam.6

Ditegaskan bahwa agar perempuan dapat memilih

pasangannya dengan bebas berarti melegalkan perkawinan

sejenis.Kaitannyadengankebebasanperempuanuntukmemilih

pasanganbuathidupnyaterbatas,dijodohkan,dipaksanikahatau

misalnya yang “dijual” karena keluarga punya hutang dan

sebagainya. Dengan begitu, interpretasi “perempuan bebas

memilih”adalahmerupakanhakdalam memilihlaki-lakisebagai

pasanganhidupnya.7 Konteksyangdimaksudadalahperkawinan

yaknipasangan lawan jenis sebagaimana yang diaturdalam

hukum Islam yang dikuatkan oleh UU RI.No.1 Tahun 1974.

Perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan yang

6Gadis Arivia,Penolakan RUU-KKG (Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan
KeadilanGender):PengabaianSejarah,BudayaPerempuanIndonesia),JurnalPerempuan
untukPencerahandanKesetaraan,Vol.20No.3,Agustus2015,h.234.

7Gadis Arivia,Penolakan RUU-KKG (Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan
KeadilanGender):PengabaianSejarah,BudayaPerempuanIndonesia),h.234.
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dilakukanantarlaki-lakidenganperempuan,ikatanlahirbatinagar

tercipta kebahagiaan dan ketenangan dalam keluarga,bukan

sekadar kecenderungan kebutuhan biologis, tetapi untuk

meneruskankelangsungan hidupumatmanusiaagarmemiliki

keturunan.

Perkawinansesamajenistidakakanpernahmenghasilkan

keturunan, dan mengancam kepunahan generasi manusia.

Perkawinan sesama jenis semata-mata untuk menyalurkan

kepuasan nafsu hewani.LGBT dalam hukum Islam, baik

homoseks maupun lesbian adalah perbuatan hina dan

pelanggaranberatyangmerusakharkatmanusiasebagaimakhluk

ciptaanAllahpalingmulia.PadamasanabiLuthkaum homoseks

langsungmendapatsiksadibalikkanbumidandihujanibatupanas

darilangit.8

Jelasdariaspeknormatifdalam ketentuanUU.RI.No.1

Tahun1974bahwaperkawinandenganasasyangdikonstruksi

adalah monogami,terdiridariseorang laki-lakidan seorang

perempuan,dengantujuanmembangunkeluargadalam rumah

tangga dan melahirkan keturunan yang sah.Perkawinan yang

dilakukan oleh gay dan lesbian secara kodratitelah nyata

8Suherry,at.al.,Lesbian,Gay,Biseksual,DanTransgender(LGBT)dalam Perspektif
MasyarakatDanAgama,JurnalAristo,vol.4no.2juli2016,h.93.
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merusakfitrahhidupmanusiadalam menjalinikatanlahirdan

batindenganlawanjenis,antaralaki-lakidanperempuan.9

Isu kontemporer yang sangat menggelitik dengan

diperhadapkan fenomena LGBT diIndonesia,masing-masing

dalam tatarankontekskontroversialyangkeberadaannya,masih

diperdebatkandalam draftRUU-KUHPdiDPRdanpascaputusan

MK ujimaterilterhadap penolakan perkawinan sesama jenis.

Beberapapasaldalam draftRUU-KHUP yangberkaitandengan

pasalasusilamendapatperluasanmaknatermasukmaknazina,

telahdimohonkanujimateriolehsalahseorangGuruBesarInstitut

PertanianBogor(IPB)EuisSunartidansejumlahoranglainnya.

Persepsitentangisuperluasanmaknadelikpidanaasusila

dalam RUU KUHP akan berpotensi menimbulkan khawatirkan

kriminalisasiperempuan,korbanperkosaan,anak,pasanganyang

menikahsecaraadat,pasangannikahsiri,pasanganpoligami,dan

masyarakatpada umumnya.Kekhawatiran itu muncullewat

sebuahpetisi,"PerluasanmaknazinadapatditemukanpadaPasal

284ayat(1)hurufeberbunyi"dipidanakarenazinadenganpenjara

palinglama5tahun,laki-lakidanperempuanyangmasing-masing

tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan

9Suherry,at.al.,Lesbian,Gay,Biseksual,DanTransgender(LGBT)dalam Perspektif
MasyarakatDanAgama,h.95.
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persetubuhan". "Pasalinimerupakandeliklaporanyangartinya

setiap orang dapat melaporkan perbuatan zina orang lain.

Tentunya iniakan meningkatkan persekusidan budaya main

hakim sendiri di kelompok masyarakat. Masyarakat akan

berlomba-lombamenjadipolisimoraldanmengintervensiprivasi

orang lain.Penggerebekan rumah,kos,apartemen dan ruang

privasilainnyaakansemakinmarakterjadijikapasalinidisahkan,"

menurutpernyataanpetisiitulagi.DraftRUUKUHPyangtengah

dibahasdiDPR diyakiniakanmemperkuataksipersekusiyang

terjadidimasyarakat.10

Sebelumnya,langkahsebagianpartaipolitikdiDPR yang

akanmemperluasdelikpidanaasusiladalam RUUKUHPsehingga

dapatmempidanakan kaum LGBT dianggap pegiathak asasi

manusia. Namun, kemudian petisi itu menegaskan bahwa

memilikipotensiterkriminalisasibukanhanyakomunitasLGBT,

tetapisemuaperbuatanyangdikategorikandengan tindakpidana

asusila,melawannormaagamadalam sosialmasyarakat.Petisi

tersebut juga menyoroti bahwa RUU KUHP nantinya bisa

berdampakpadapenghayatkepercayaanyangselamainitidak

memilikibukunikahkarenakesulitanmencatatkanpernikahan.11

10http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42869621

11http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42869621
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Dipahamipetisiitu,dinilaisempitmemaknaikemungkinandalam

suatu perbuatan hukum termasuk khawatiran kecenderungan

untukmengkriminalisasitindakpidanaasusilabaikyangdilakukan

oleh komunitas LGBT,korban perkosaan,korban pelecehan

seksualanak,pasangan yang menikah secara adat,pasangan

nikahsiridanpasanganpoligami.

Denganbegitu,EuisSunarti,dkk.,melakukanpermohonanuji

materiPasal284 draftRUU-KHUP dengan menuntutbahwa

komunitasLGBTyangpelakuhomoseksualdanlesbian,kumpul

kebo,pelaku pemerkosan dan pelaku pelecehan seksualanak

dipenjara. Sekurang-kurangnya ada tujuh isu yang harus

dipecahkanolehMKdaripermohonanujimateri,sebagaiberikut;

1.Isukewenangan,terkaitdenganmateridipertanyakanMK

memilikikewenanganmengadiliperkaratersebut. Sebab

materigugatanmasukdalam ranahpembentukanUUyang

menjadikewenanganDPR,sedangkanMKhanyaberwenang

mereviewUU.

2.Isu kedua adalah subjek hukum.Dipertanyakan tentang

“siapakahyangdimaksuddenganhomoseksdanbagaimana

hukumnya”.Bila mendasarkan pada argumen para ahli

pemohonyaituhomoseksadalahkelainankejiwaan,maka

akanberdampakpadapertanggungjawabanpidana.
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3.Isuketigaadalahisuagama.Salahsatudasarpemohon

adalah mendasarkan berbagaitafsiragama mayoritasdi

Indonesia yang menyatakan bahwa manusia diciptakan

sebagai heteroseks. “Tuhan menciptakan manusia

berpasangan,Adam dengan Hawa,bukan Adam dengan

Adam atauHawadenganHawa.”

4.Isukeempatyaituisumoral.Pemohonjugamendasarkan

dalilkearifanlokalyangtidakmenolerirperbuatanhomoseks

dan kumpulkebo dalam kehidupan sosialmasyarakat.

“Pemohon melihatbasis kearifan diIndonesia,rupanya

perbuatan itu tidak diterima masyarakat. Pemohon

mendeskripsikankearifanlokaldanmembawanyakeMK.”

5.IsukelimaadalahisuHakAsasiManusia(HAM).MKharus

bisamemformulasikanHAM dankaitannyadenganhak-hak

LGBTdiIndonesia.

6.Isukeenam adalahisuhukum acarapidanaterhadapkumpul

kebodanhomoseks.Saatinipemohonmemintadibuatkan

hukum materiilterhadapkumpulkebodanLGBT.Namun

setelahitujugaharusdipikirkanbagaimanamenegakkan

hukum materiilitu.“Apakahdelikumum ataudelikaduan.

Kalausukasamasuka,bagaimanapembuktiannya?,halIni

yangmenjadiproblematikadalam penegakkanhukum.
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7.Isu ketujuh adalah isu pemidanaan.Apabila MK menilai

perbuatan kumpulkebo dan homoseks sebagaitindak

pidana,makabagaimanasanksibagipelaku.Jikamengacu

kepadaKUHPsekarangmakakumpulkebodihukum 9bulan

penjaradanLGBTdipenjara5tahunpenjara.Pentinguntuk

mereformulasikan pidana bagiLGBT dengan mengikuti

rehabilitasibagipelakunarkoba.12

Hibnu Nugroho berpendapat bahwa secara normatif

permohonanujimateridraftRUU-KUHP,putusanMKtidakdapat

diterimaatauNO(NietOntvankelijkeverklaard).Meskidemikian,

saatiniserbaketidakpastian.Permohonanperluasankewenangan

praperadilanjugadikabulkanMK,padahalituranahDPR.Halitu

membuatsemuaorangmencobamemohonkanperkaranyakeMK.

Hanyasajadalam menilaigugatanitumenandakanmasyarakat

menyangsikankinerjaDPR.Sebabmaterigugatansudahmasuk

dalam drafRUU KUHP baru,tetapihingga kiniDPR belum

mengesahkannya, padahal masyarakat menolak dengan

fenomenaLGBT.Berdasarkandengankenyataantersebut,maka

penting untuk dikaji dalam penelitian “Transformasi Sosial

PerkawinanSesamaJenisdalam Hukum Islam danHakAsasi

12https://news.detik.com/berita/d-3280259/7-isu-gugatan-lgbt-di-mk-dari-
pemenjaraanhingga-kewenangan-hakim-konstitusi/komentar
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Manusia”

B.Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah itu,maka

permasalahan pokok yang dibahas adalah; Bagaimana

TransformasiSosialPerkawinan Sesama Jenis dalam Hukum

Islam danHakAsasiManusia?.Atasdasarpermasalahanpokok

itu,dikemukakansubrumusanmasalahsebagaiberikut:

1.BagaimanakapasitasMahkamahKonstitusiterhadap uji

materidraft-RUUKUHP?

2.BagaimanalegalitaspenerapantindakpidanaasusilaLGBT

pascaputusanujimateridraftRUU-KHUP diMahkamah

Konstitusi?

3.Bagaimana konstruksi hukum penolakan perkawinan

sesamajenis“LGBT”pascaputusanujimateridraftRUU-

KHUPdiMahkamahKonstitusi?

C.TujuanPenelitian

Merespontujuanpenelitiantersebut,dapatdiformulasikan

sebagaiberikut;

a.untuk mengungkapkan kapasitas Mahkamah Konstitusi

terhadapujimateridraft-RUUKUHP.

b.untukmenggalilegalitaspenerapantindakpidanaasusila

LGBT pasca putusan uji materi draft RUU-KHUP di
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MahkamahKonstitusi.

c. untuk menemukan konstruksi hukum penolakan

perkawinansesamajenis“LGBT”pascaputusanujimateri

draftRUU-KHUPdiMahkamahKonstitusi.

D.SignifikansiPenelitian

Padatataranteoritis,signifikansihasilpenelitiandiharapkan

menjadireferensikonflik sosialeksistensikomunitas LGBT,

menjadikhasanahdanpengetahuanbaikdalam mengungkapkan

legalitaspenerapantindakpidanaasusilaLGBTpascaputusanuji

materidraftRUU-KHUP diMahkamah Konstitusi,konstruksi

hukum perkawinansesamajenis“LGBT”pascaputusanujimateri

draftRUU-KHUPdiMahkamahKonstitusi.

Padatataranpraktis,penelitianinimemberikankontribusi

berupa solusi dan pemikiran terhadap konstruksi hukum

penolakanperkawinansesamajenis“LGBT”pascaputusanuji

materidraftRUU-KHUPdiMahkamahKonstitusi.

BABII

TINJAUANPUSTAKA

A.KajianRisetSebelumnya
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Beberapa risetyang relevan dengan obyek penelitian ini

denganpenelitiansebelumnyadiantaranya:

TriYuliana.2014,UpayaAustralianMarriageEqualityDalam

MenegakkanHam SesuaiResolusiPbbTerkaitMasalahSameSex

MarriageDiAustralia.Lesbian,Gay,Biseksual,danTransgender

(LGBT)merupakan suatu isu global yang tengah hangat

dibicarakandanbanyakmenjadikajianpenelitian.Lesbian,Gay,

Biseksual,danTransgender(LGBT)merupakansuatukomunitas

yangdibentukberdasarkanpersamaansenasib dan kepentingan

setiap individu di dalamnya. Australian Marriage Equality

merupakansebuahorganisasinasionalyangmewadahiaspirasi

dan suara LGBT Australia.AME didirikan bertujuan sebagai

kelompok kepentingan sekaligus penekan dalam perubahan

kebijakanpelegalanpernikahansejenisdiAustralia.AMEsebagai

organisasitelahmampu menjadiwadah berkumpulnyaide dan

orang-orang dari berbagaimacam latarbelakang dan negara

untuk berkumpul menjadi satu, bersama memperjuangkan

marriage equality.Dewan HAM PBB mengesahkan resolusi

persamaanhakpadatanggal17Juni 2011 yang menyatakan

bahwasetiapmanusiadilahirkanbebasdansederajatdansetiap

orangberhakuntukmemperoleh hak dan kebebasannya.

Perbedaanyangsangatmendasardaripenelitianyangakandikaji
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adalah menjelaskan penolakan perkawinan sesama jenis di

IndonesiadenganmengacupadaPasal1UURI.No.1Tahun1974

danpascaputusanMahkamahKonstitusiujimaterilterhadapdraft

RUU-KUHPyangbaru.

H.MakhrusMunajat.2015,LgbtPerspektifHukum Pidana

Islam,bahwa Lesbian,Gay,Bisexual,dan Transgender(LGBT)

samadenganperzinaan.LebihdariituLGBTdianggapolehsemua

agamasebagaipenyimpanganorientasiseksualterlebihlagiIslam.

Unsur-unsurtindakpidanadalam Islam adatigayaitu;unsurformil

(ar-rukhasy-syar’i),unsurmateriil(arrukhal-madi),danunsur

moril(ar-rukhal-adabi).Dalam hukum Islam penerapanhukumnya

bersifatalternatifyaitubisadengandibunuh,hukumanrajam bagi

pezinamuhsandancambukbagipezinaghairumuhson,danbisa

juga dengan hukum ta’zir.Melihatkenyataan iniLGBT dalam

pandangan hukum Islam semestinya tidak dipertentangkan

dengan persoalan HAM karena LGBT berkecenderungan dis-

orientasi(penyakitseksual)bukanhalyangmelekat.Olehkarena

itu,LGBT dapatdiobati.Dalam konteksinipelanggarnyatentu

harus dihukum dengan empatalternatifdiatas.Namun isu

kontemporeryang menjadibenang merah daripenelitian yang

akandikajitidakmenggunakanpendekatanHakAsasiManusia

dalam mengkonstruksihukum terhadap penolakan perkawinan
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sesamajenisyangdilakukanolehLGBT.

Nyoman Trisna Aryanata.2017,Melegalkan Perkawinan

SesamaJenisdiIndonesia.Isumengenaiperkawinansesama

jenis selalu membawa hal-halyang menyangkutpan¬dangan

agamamengenaihubungansesamajenis.Halinitidaklepasdari

kenyataanbahwasegalaperdebatanmengenaikeberadaankaum

homo¬seksual adalah bersumber dari pandangan aga¬ma

mengenaihaltersebut.Hukum yang disusun oleh manusia

mengenai homoseksualitas masih menggunakan landasan

perbandinganatasapayangdiyakiniolehmasyarakatdiwilayah

yangbersangkutanterkaitdenganpenafsiranatasaja¬ranagama

mengenaihomoseksualitas.HalyangserupaberlakudiIndonesia,

meskiterdapat ke¬tidaksinambungan antara ketetapan yang

ditu¬liskanpadaundang-undangperkawinandenganpenegasan

statuskeberadaankaum homoseksualdiIndonesiapadahukum

diIndonesia.Segala tindakan yang munculsebagairespon

terhadapkaum homoseksualdiIndonesiasenantiasaber¬sumber

dari “hukum” yang diajarkan dalam aja¬ran agama.

Mengedepankanperkawinansesamajenissebagaibagiandari

hakasasimanusiadisisilainmasihmenjadihalyangproblematik

diIndo¬nesia,dimanaevolusipadapengakuanhakasasimanusia

diIndonesiaberbedadengankonteksyangterjadidinegaraBarat
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pada khususnya. Legalisasi perkawinan sesama jenis di

In¬donesiatentuakanberdampakpadasistem kelu¬argayang

diterapkandiIndonesia.Keberadaanpasanganhomoseksualyang

berkeluargaakanmembawapengaruhpadadinamikapengasuhan

dan pemenuhan kebutuhan afektifdalam kelu¬arga tersebut

secarakeseluruhan,terutamapadaanak.Pembagianperandan

pemunculanperanuntukmemenuhikebutuhanpsikologisanak

menjadihalyangperludiperhatikan,terutamaketikamelihatakan

adanyavariasidalam struk¬turkeluargadalam masyarakatkarena

kehadi¬rankeluargadaripasangansesamajenis.Halinihanyalah

sebagian dariapa yang perlu dipikirkan mengingatluasnya

dimensiyangakanterdampakolehpenerimaantotalini.Melihat

pada keseluruhan dinamika ini,maka persoalan menerima

perkawinansesamajenisdiIndonesiaakansangatditentukan

olehdinamikamasyarakatIndonesiasendiri.Halinitidaksaja

mengenaimenerima atau tidak mene¬rima,tetapibagaimana

merekameresponpadakeseluruhanperubahanyangakanterjadi

dengan adanya kalangan homoseksualdidalam masya¬rakat

Indonesia.Perbedaanyangsangatjelasdaripenelitianiniakan

mengkajipenolakanperkawinan sesamadengan menformulasi

pemikiran-pemikiranolehparapembuathukum dilegislatif,bukan

sebaliknyauntukmelegalkan.
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B.KerangkaTeoretis

Teori-teoriyang dijadikan landasan atau pijakan berfikir

dalam mengusungkonseppemikirantersebutadalah:

1.TeoriKontraSosial

DikuasaiKontrasosialdalam pandanganThomasHobbes

(1588-1679)menekankanbahwaegoismesendirimemotivasikita

untukmengadopsiaturanyangakandiperbolehkanuntuksuatu

masyarakatyang beradab,meliputilarangan sepertimelawan

terhadapkebohongan,pencurian,danpembunuhan.Pandangan

Hobbes dapat ditinjau darimotivasimanusia dan egoisme

psikologisyangdimilikimanusia.Meskipun,kritikataspandangan

Hobbes menyatakan,kepentingan pribadibukan satu-satunya

motivasi untuk moralitas, namun banyak orang memiliki

ketertarikanyangdifokuskanpadasosial,religius,ataupandangan

politisdikaitkandenganmotivasidanegoisme.13

SelanjutnyaBarnett(1992)menyatakanteorikontrakadalah

badan hukum yang menyelidikipermasalahan yang bersifat

konsepsualdannormatifdalam hukum kontrak.Pendekatanyang

pertamadalam kontrakadalahpendekatanutilitarian,yaitusuatu

13PindoTutuko,TeoriKontrakSosialterhadapFenomenaPendidikan,Profesional,
dan Legalitas Arsitek,SeminarNasionalArsitektur:Profesionaldan Legalitas,Teknik
ArsitekturUPN“Veteran”Jatim,Surabaya,2004.
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kontrak cenderung dipaksakan karena adanya keuntungan-

keuntungan ekonomis yang diharapkan. Kedua,pendekatan

deontologicalmoraltheory,pendekataninisenadadenganapa

yangdiungkapkanCharlesFried(1992),tentangpromisetheoryof

contractdalam bukunyaContractasPromise.Dalam pendekatan

kedua ini,teorikontrak lebih pada apa yang tertuang dalam

perjanjian.14

2.TeoriSociologicalJurisprudence

Sociologicaljurisprudencedigunakansebagaiteoridengan

menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat. Apalagi,

fenomena perilaku perkawinan sesama jenis penting untuk

menentukan peraturan yang jelas dalam masyarakat.Teori

Sociologicaljurisprudence sepertidikemukakan oleh Roscoe

Pound(1874-1864)menitikberatkanpadahukum danmemandang

masyarakatdalam hubungannyadenganhukum.Menurutteoriini,

hukum yang baik harus sesuaidengan hukum yang hidup di

masyarakat.TeoriSociologicaljurisprudencememisahkansecara

tegasantarahukum positifdenganhukum yanghidup.15

EugenEhrlich(1862-1922)melihatperbedaanantarahukum

14PindoTutuko,TeoriKontrakSosialterhadapFenomenaPendidikan,Profesional,
dan Legalitas Arsitek,SeminarNasionalArsitektur:Profesionaldan Legalitas,Teknik
ArsitekturUPN“Veteran”Jatim,Surabaya,2004.

15DarjiDarmodiharjo,FilsafatHukum,apadanBagaimanaFilsafatHukum Indonesia
(Cet.VII;Jakarta:GramediaPustakaUtama,2006),h.127.
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positifdisatupihakdenganhukum yanghidupdalam masyarakat

dilain pihak.MenurutEugen bahwa hukum positifbaru akan

memilikidayaberlakuyangefektifapabilaberisikan,atauselaras

dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.Eugen ingin

membuktikankebenaranteoriini,bahwatitikpusatperkembangan

hukum tidakterlelakpadaundang-undang,putusanhakim,atau

ilmuhukum,tetapipadamasyarakatitusendiri.16Penerapanteori

Sociological jurisprudence dalam kajian ini untuk menguji

kekuatan hukum sebagai hukum positif yang menegaskan

penolakan perkawinan sesama jenis LGBT pasca putusan uji

materidraftRUU-KUHPdiMahkamahKonstitusi.

3.TeoriLegislasi

PeterNollyangmenulisbukuGesetzgebungslehresebagai

gagasanawal,telahmemberikanperhatiandanpengaruhyang

sangatbesarterhadapstudikeilmuantentangfenomenalegislasi.

Senadadenganteorilegislasitersebutmenempatkanposisinegara

dalam dinamika politik yangtidak saling berbenturan,

kompromistik,dan bisa saling berbagiperan dalam proses

pembentukanhukum.Teorilegislasiinimeyakinibahwaproses

“via negara”dalam legislasitidak semata-mata dibawa dan

16DarjiDarmodiharjo,FilsafatHukum,apadanBagaimanaFilsafatHukum Indonesia,
h.128-129.LihatpulaSukarnoAburera,FilsafatHukum,TeoridanPraktik(Cet.II;Jakarta:
KencanaPrenadana,2014),h.124.
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dikawalolehpemegangkekuasaandalam badanlegislatif,tetapi

banyakdipengaruhioleh pengetahuan,peran dan kepentingan.

Artinya,pembentukan hukum tidak lagibergantung dibawah

doktrinpemisahankekuasaan.17

Bertolakdengandeskripsikajianteoretistersebut,peneliti

menuangkandeskripsikerangkapikirsebagaiberikut;

17JuhayaS.Praja,TeoriHukum danAplikasinya(Cet.I;Jakarta:PustakaSetia,2011),
h.142-143.

KENYATAANSOSIALLGBT:
(PerkawinanSesamaJenis)

TeoriSociological
Jurisprudence

TeoriLegislasiTeoriKontraSosial

Penegakan Hukum terhadap
PerkawinanSesamaJenis“LGBT”

Temuan
Kontruksihukum olehpembuat

Hukum (Legislator)

ImplementasiteoriterhadapPerilaku
MenyimpangLGBTdanDraftRUU-KUHP

UjiMateriDraftRUU-KUHP
MahkamahKonstitusi
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BABIII

METODOLOGIPENELITIAN

A.JenisPenelitian

Penelitianinibersifatkualitatif(qualitativeresearch)dengan

penelitian lapangan (field research)dengan metode deskriptif-

analitis kritis yang dilakukan untuk menjelaskan Transformasi

SosialPerkawinanSesamaJenisdalam Hukum Islam danHak

AsasiManusia.

B.PendekatanPenelitian

Konflik SosialPerkawinan Sesama Jenis “LGBT”Pasca

PutusanUjiMateriDraftRUU-KUHPdiMahkamahKonstitusidikaji

denganmenggunakanpendekatan,yaitu;(1)pendekatanteologis
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normatif(syar’i),yaknimemahamiperkawinansesamajenisyang

bersumberdalam al-Qur’an dan sunah.(2)pendekatan yuridis

formalyaknimendekatipelaksanaan hukum dalam peraturan

perundang-undangan maupun peraturan hukum lainnya (3)

Pendekatansosiologisyaknimendekatipelaksanaanhukum yang

diterapkandalam kehidupansosialmasyarakat.18

C.WaktuPenelitian

Penelitian dilaksanakan sejak proposal penelitian ini

diterimasebagaisalahsatuobyekkajianrisetsampaiakhirbulan

Nopember2018.

D.LokasidanFokusPenelitian

LokasipenelitiandilaksanakandiKantorDewanPerwakilan

RakyatDaerahdiKabupatenSoppeng. Sedangkanfokusdalam

penelitian adalah pasca putusan ujimateridarftRUU-KUHP

terhadappenolakanperkawinansesamajenisLGBT.

E.SumberData

Sumberdataberupadataprimerdandatasekunder.Data

primerbersumberdarilapanganberupahasilwawancaradengan

18Sosiologismeliputipenelitianterhadapidentifikasihukum danpenelitianterhadap
efektivitashukum.ZainuddinAli,MetodologiPenelitianHukum (Cet.III;Jakarta:PT.Sinar
Grafika,2011),h.12.
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pembuathukum (legislator) dalam mengkonstruksipemikiran

tehadap hukum yang berkaitan dengan draftRUU-KUHP,dan

dokumentasiberupaperaturanperundang-undangan.Sumberdata

sekunderadalah bahan pustaka yang merujuk dariperilaku

perkawinansesamajenisyangdilakukaolehLGBT.Selanjutnya,

sumbersekunderdalam penelitianinidapatpulabersumberdari

data yang diperlukan untuk mempertajam Konflik Sosial

PerkawinanSesamaJenis“LGBT”PascaPutusanUjiMateriDraft

RUU-KUHPdiMahkamahKonstitusidiDPRDKabupatenSoppeng.

Dengandemikian,sumbersekundertersebutdiharapkanmampu

memberikaninformasiyangakuratdantajam untukmemudahkan

prosesselesainyapenelitianini.

F.Teknikpengumpulandata

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk

penelitianiniadalah:

1.Pengumpulanbahanpustaka,yaknimengumpulkandatadan

informasi.Terhadap data sekunderdikumpulkan dengan

melakukan studikepustakaan,yaitu dengan mencaridan

mengumpulkansumberhukum Islam,hasilpenelitian,jurnal

ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang

berhubungandenganlayananterpadu.

2.Mengumpulkan bahan-bahan darikajian lapangan,yakni
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dilakukanmelaluiwawancara.Wawancarayaitusuatucara

pengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan

langsungkepadainforman,yaituorangyangahlidanyang

berwenangdenganmasalahtersebut.Adapuninformanyang

akandiwawancaraiolehpenelitiadalahLegislatordiDPRD

Kabupaten Soppeng.Penelitimenkonstruksipertanyaan-

pertanyaan sebagai pedoman (guidance) wawancara

sehinggaobjekpermasalahan terungkap melaluijawaban

informansecaraterbukadanterarahdanhasilwawancara

dapatlangsungditulispeneliti.

G. InstrumenPengumpulanData

Instrumen pengumpulan data sebagaialat bantu yang

memilikiperananyangsangatakuratdanstrategisdalam kegiatan

penelitian.Adapuninstrumenyangdigunakandalam pengumpulan

dataadalahdaftarpertanyaanwawancara,recorder,kamera,dan

alatkomunikasi.

H. TeknikAnalisisData

1. PengelolaanData

Berdasarkan sifatpenelitian yang menggunakan metode

penelitianbersifatdeskriptifanalitiskritis,makaanalisisdata

yang dilakukan penelitiadalah data yang terkumpulkan

diseleksidandiedit,laludireduksidenganmemilah-milahke
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dalam suatukonsepdankategoritertentu.

2. TeknikPengolahandanAnalisisData

Teknikpengolahandananalisisdatayangdigunakanadalah

kualitatif terhadap data sekunder dan data primer.

Selanjutnya,datadikonstruksiberdasarkanisidanstruktur

pembahasan untuk memperoleh gambaran Konflik Sosial

PerkawinanSesamaJenis“LGBT”PascaPutusanUjiMateri

DraftRUU-KUHPdiMahkamahKonstitusi.

BABIV

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

A.HasilPenelitian
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PadasaatwawancarayangdilaksanakandiKantorDPRD

Kabupaten Soppeng,ditemukan banyak legislatoryang tidak

bersediauntukmenjadiinformandalam penelitian“Hukum Islam

danHakAsasiManusia:TransformasiSosialPerkawinanSesama

Jenis” Olehkarenaitu,rencanaawaladalahmengambildata

dengan mewawancaraibeberapa informan,akan tetapihanya

empatorangsajayangbersedia,diantaranyaHaeruddinTahang

adalahAnggotaDPRDKabupatenSoppengdariFraksiDemokrat,

Hj.Maswainiadalah Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari

FraksiGerinra,Syahruddin M.Adam adalah WakilKetua DPRD

Kabupaten Soppeng dariFraksiGolongan Karya,dan Andi

Mapparemma adalah Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari

FraksiPDI-P.DitambahsatuoranginformanlagiHamdanTaufan

dariKassubagKepegawaian/TUKPerlengkapanDPRDKabupaten

Soppeng.

Kaitannya dengan eksistensi komunitas LGBT adalah

permasalahannasionalyangmenuntutsolusidariberbagaiaspek,

baik aspek hukum,hak asasimanusia,sosialdan budaya,

termasukeksistensiLGBTdiKabupatenSoppeng.Pemikiransalah

seoranganggotaDPRD KabupatenSoppeng,HaeruddinTahang

menjelaskan:
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“Komunitas LGBT iniadalah salah satu masalah tentang

eksistensinya, sebab LGBT suatu hal yang banyak

didiskusikanoranguntukmendapatkanruangbegitubesardi

tengah-tengahkehidupanmasyarakat.Halitumunculdiskusi

danprodankontratentangeksistensiLGBT.Soppengsebagai

salah satu kabupaten diProvinsiSulawesiSelatan yang

masyarakatnyasangatreligius,namuntidakdapatdipungkuri

keberadaan LGBT yakniada lesbian,gay,biseksualdan

seterusnya.Akantetapisecarahukum,LGBT diKabupaten

Soppengtidakdiakui,hanyasajadalam kondisitertentuatau

dalam kondisisosialmasyarakat,kadang-kadang LGBT itu

diterima dalam kondisi, misalnya dalam acara-acara

perkawinan dalam daerah Masyarakat Bugis-Makassar

termasukdalam menghiaspengantinlaki-lakidanpengantin

perempuan,mendekorasilammingadalahpelaminan,tempat

pestapengantin.”19

Padakesempatanyanglain,sebagaimanadikemukakanoleh

Syahruddin M.Adam adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten

Soppeng dariFraksiGolongan Karya,dan AndiMapparemma

19HaeruddinTahang,WawancaraDilaksanakandiKantorDPRDKabupatenSoppeng
padahariKamistanggal08Nopember2018.
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adalah Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dariFraksiPDI-P,

sebagaiberikut;

“Pada tahun yang lalu yaknitahun 2017,komunitas LGBT

pernah merencanakan akan menyelenggarakan kegiatan

sesamakomunitasLGBTse-ProvinsiSulawesiSelatandengan

rencanabertempatdiKabupatenSoppeng.Akantetapi,DPRD

KabupatenSoppengmenolakizinpenyelenggaraankegiatan,

sehinggamenimbulkankegaduhanbaikdarikomunitasLGBT

maupundikalanganUlamayangmewakilisuaraUmatIslam di

KantorDPRDKabupatenSoppeng.AkhirnyakomunitasLGBT

mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Soppeng untuk

melakukan demonstrasiuntuk menuntuthak-haknya,tidak

terkecualimenuntuthak agarmemperoleh hak kebebasan

dalam menyelenggarakan kegiatan. Pada saat yang

bersamaan kalangan Ulama juga mendatangiKantorDPRD

Kabupaten Soppeng menuntutagarpara Legislatortidak

memberikan izin penyelenggaraan.Lewatperdebatan yang

sangatsengitdanpanjang,semuaaspirasididengarditempat

terpisah,sehinggaparaLegislatormengambilsikapdengan

tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan.Halitu

menunjukan masyarakatUmatIslam Kabupaten Soppeng

menolak keberadaan LGBT dari semua perilaku
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menyimpang.”20

Selanjutnya, Haeruddin Tahang menjelaskan tentang

moralitas LGBT darisegihukum dan sosial-budaya dalam

masyarakatKabupatenSoppeng,sebagaiberikut;

“Melihatdarisegimoralitas adalah sudah dalam tataran

tingkahlakupaling parah,meskipuntidakdapatdibuktikan

secarafaktadanhukum bahwaLGBTmelakukanhubungan

seks dengan sesama jenis.Akan tetapi,jika mendalami

perilakumenyimpangitudenganmelakukanpenelusuranakan

ditemukanada,danbahkansekarangadayangsaturumah,

adalaki-lakisaturumahdanadayangmengakusebagaisuami

istri.”21

Respon Haeruddin Tahang ketika ditanya tentang LGBT

dengan hak asasimanusia,dengan semangat menjelaskan

sebagaiberikut;

20SyaharuddinM.Adam danAndiMapperemma,WawancaraDilaksanakandiKantor
DPRDKabupatenSoppengpadahariKamistanggal15Nopember2018.

21HaeruddinTahang,WawancaraDilaksanakandiKantorDPRDKabupatenSoppeng
padahariKamistanggal08Nopember2018.
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“JikakembalikebasisajaranIslam,sebagaimuslim sangat

jelasAllahSwt.hanyamenciptakanmanusiadariduajenislaki-

lakidanperempuan,tidakdikenalhakasasinyasebagaiLGBT,

makaberdasarkanperspektifituhakasasiituhanyadiberikan

kepada laki-lakidan hak asasinya sebagai perempuan.

Konteksnyahakasasiitudikembalikankepadafitrahnyabahwa

manusiadiciptakanhanyaduajenissajayaitulaki-lakidan

perempuan.Itusebabnyajikakembalikepersoalanhakasasi

manusia,tidakterlalu tertarikberbicara hakasasimanusia

kepadakonteksitu.”22

Padatataranperkawinan,ketikainformanditanyatentang

UURI.No.1Tahun1974yangusianyasudahusangdandianggap

sudahtidakdapatlagimengakomodiraspirasisebagiankecildari

masyarakatIndonesia,dalam penjelasannyasebagaiberikut;

“KedudukanUURI.No.1Tahun1974tidakadamasalah,aman

-aman saja. Ditegas dalam konteks itu bahwa hukum

diciptakan oleh Dewan Perwakilan Rakyatdan Pemerintah

ketika membicarakan tentang undang-undang, Peraturan

22HaeruddinTahang,WawancaraDilaksanakandiKantorDPRDKabupatenSoppeng
padahariKamistanggal08Nopember2018.
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Daerah(Perda)landasannyaharusadadalam agama,sama

dengan UU RI. No. 1 Tahun 1974. Pada saat orang

melangsungkanperkawinanbahwaharusadawali,saksi,ada

yang mau dinikahkan dan seterusnya.Sehingga dengan

keberadaanUURI.No.1Tahun1974tidakmasalahdanmasih

sangatrelevandengankeadaansekarang.”

Akantetapi,relevansinyadengankontekskekinian,eksitensi

UU RI. No. 1 Tahun 1974 sudah terusik atau terancam

kedudukannya sebagaiakibatkontra sosialyang berkembang

dalam masyarakat.Selanjutnya,saatiniRancangan Undang-

UndangtentangKesetaraandanKeadilanGenderdalam Pasal20

hurufa disebutkan “setiap orang berhak memasuki jenjang

perkawinandanmemilihsuamidanatauistrisecarabebas,”dapat

diungkapkansebagaiberikut;

“tentudenganRancanganUndang-UndangtentangKesetaraan

danKeadilanGenderituadalahperkawinanantaralaki-lakidan

perempuan,yangdimaksuddenganmemilihpasangansecara

bebas adalah laki-laki sebagai suami bebas memilih

pasangannyasiapasajadarikalanganperempuan,demikian

dariperempuanbebasmemilihpasangandarikalanganlaki-
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lakitanpaadaunsurpaksaandarimanapun.Disisilainketika

berbicara perkawinan yang dilakukan oleh LGBT yakni

perkawinan sesama jenis,berartitidak diatur didalam

peraturan tersebut dan tidak ada satupun agama yang

mengajarkanperkawinanyangdilakukandengansesamajenis.

Tindakan itu dianggap akal-akalan saja oleh manusia yang

menganggap dirinya modern sehingga dapat melakukan

perkawinan sesama jenis atas nama HAM (Hak Asasi

Manusia).”23

Hamdan Taufan menjelaskan ketikamenjelaskan tentang

perkawinansesamajenisyangdilakukanolehLGBT,tanparagu-

ragumengatakan,sebagaiberikut;

“manusia diciptakan oleh Allah Swt.adalah makhluk yang

sangatmulia,manusiadianugrahiakaluntukberpikirdalam

menentukanantarabenardansalah,baikdanburuk,yangtidak

dimilikimakhluk-makhluk lainnya.Ungkapan dalam bahasa

Bugisdikatakan‘asu’ebawangde’naengkariitakawingpada-

padannalai,tette’ituliriitamuitulisibawakombanna’,naolo-

23HaeruddinTahang,WawancaraDilaksanakandiKantorDPRDKabupatenSoppeng
padahariKamistanggal08Nopember2018.
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koloiyyae,naiisengpassilaingengngilainakomba’e,koni’eidi

tau’e mala dasar,masa idi melo kawing pada-padatta

oroane’wepadahalidimappunnaikiakkaleng,sementaraolo-

kolo’edegagaakalenna,nadee’naengkanasalapile’ibalinna.’

Halitumaksudnyaadalahanjingsajatidakpernahditemukan

kawindengansesamajenisnyalaki-laki,tetapselaludisaksikan

bersamadenganlawanjenisnya,daniniadalahbinatang,tahu

membedakan jantan dan perempuan, itulah manusia

mengambildasar,ketikahendakkawinmanamungkinbisa

memilihdengansesamajenis,padahalmanusiapunyaakal,

sementara binatang tidak punya akal,namun tidak pernah

memilihsesamajenisnya.”24

Penjelasan Haeruddin Tahang ketika ditanya dengan

diajukanujimateriDraftRUU-KUHPidanaPasal284,285,dan292

diMahkamahKonstitusi,namunketigapasalitudiujimateridan

putusannya adalah menolak atau membatalkan seluruh

permohonanpemohon,sebagaiberikut;

“inilah sebenarnya sebagaimanusia modern sekarang ini

24HamdanTaufan,WawancaraDilaksanakandiKantorDPRD KabupatenSoppeng
padahariKamistanggal22Nopember2018.
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terlalubanyakmelakukaninprovisasi,akhirnyanilai-nilaiagama

ituditinggalkansebenarnya.Olehkarenaitu,masalahinitidak

perlu diperdebatkan, di dalam agama sudah diajarkan

semuanyabaikituperzinaan,homoseksual,lesbiandansemua

perilakuseksualmenyimpangadalahharam.Halinitidakboleh

lagidiganggusebabsudahfinalhukumnyadalam kitabsucial-

Qur’an.”25

UjimateriDraftRUU-KUHPidanadiMahkamahKonstitusi,

apa dalam konteks tersebut tidak dianggap sebagai

penyalagunaankekuasaan,penjelasannyasebagaiberikut;

“Rancanganyangdiujiituadalahkeliru,meskipuninforman

mengakui backgroundnya bukan ahli hukum, sependek

pengetahuan dari informan, yang diuji oleh Mahkamah

Konstitusiadalahundang-undang,bukanrancanganundang-

undang.Maka kalau ada yang dilakukan sepertiini,sebab

Mahkamah Konstitusiadalah benteng terakhirbagipencari

keadilansamadenganmahkamahAgungdanseterusnya.Jika

rancanganyangdiuji,berartiituadalahkeliru,agakberlebihan

25HaeruddinTahang,WawancaraDilaksanakandiKantorDPRDKabupatenSoppeng
padahariKamistanggal29Nopember2018.



37

kalauitudilakukan,sebabyangdiujiadalahundang-undang,

sama dengan peraturan kalau belum ditetapkan didewan

maka akan disosialisasikan kepada masyarakat untuk

memintapersetujuannya,jikaperaturanitusudahditetapkan

danadamasyarakatyangbelum puas,makaperaturanitubisa

diuji,yangbelum menjadiketetapanapayangmaudiuji.”26

B.PembahasanPenelitian

1.KapasitasMahkamah Konstitusiterhadap ujimateridraft-

RUUKUHPidanaPasal284,285,dan292

KonsepsiyangdikonstruksiolehA.HamidAttamimidalam

disertasinya pada tahun 1990 mengemukakan bahwa isi

staatsfundamentalnorm adalahnormayangmenjadidasarbagi

pembentukankonstitusiatauundang-undangdasarsuatunegara.

Essensi hukum dari konsep staatsfundamentalnorm adalah

dkatakansebagaisyaratberlakusuatukonstitusidanundang-

undang dasar. Selanjutnya persepsi Carl Schmitt tentang

staatsfundamentalnorm itu sendiri merupakan konsensus

bersamamengenaisifatdanbentuksuatukesatuanpolitikyang

26HaeruddinTahang,WawancaraDilaksanakandiKantorDPRDKabupatenSoppeng
padahariKamistanggal29Nopember2018.
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disepakatiolehsetiapbangsa.LebihlanjutA.HamidAttamimi

mesdekripsika peraturan perundang-undangan hanya undang-

undang,tidak mengklasifikasikan UUD 1945,apalagidengan

peraturan perundang-undangan sama dengan mendudukannya

paling dibawah.PadahalPancasila danUUD 1945,baikyang

dilandasidengan formulasinya maupun yang didasaridengan

pikiran utamanya, adalah merupakan norma hukum yang

tertinggi.27

Pemikiran itu menentukan UUD 1945 tidak boleh

dipersamakan atau menempatkan setara dengan peraturan

perundang-undangan.Mendudukan UUD 1945 dalam hukum

nasionalmerupakansumberhukum,sehinggatidakberlebihanjika

UUD 1945 adalah parameter setiap peraturan perundang-

undangan berlaku dinegaraIndonesia.Dengan demikian,baik

PancasilamaupunUUD1945memilikikedudukansebagaisumber

hukum dannormahukum tertinggi.Halituberartisegalahukum

yangberlakutidakbolehkontradenganapalagibertolakbelakang

dengan UUD 1945, sehingga setiap peraturan perundang-

undangan yang berlaku adalah implementasi,cerminan norma

hukum yang ada dalam UUD 1945.Kecenderungan itu jika

27Lihat,DarjiDarmodiharjo danShidarta,Pokok-PokokFilsafatHukum,Apadan
BagaimanaFilsafatHukum Indonesia(Cet.VI;Jakarta:GramediaPustakaUtama,2006),h.
224-227.
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ditemukan ada peraturan undang-undang yang menakutkan,

menimbulkanketidakpastianhukum makaperaturanperundang-

undanganitutidakdapatdiberlakukan.

Pancasila dalam fungsinya merupakan dasar negara

RepublikIndonesia,sehinggamaterinyamerupakan pandangan

hidupsebagaijiwadankepribadianbangsaIndonesia.Pancasila

jugadalam kedudukannyamenempatipalingtinggisebagaicita-

citadanpandanganhidupbangsadannegaraRepublikIndonesia.

Denganbegitu,menjadikanPancasilasumberdarisegalasumber

hukum,berartimenempatkanPancasilasebagaiparameterdalam

menilaihukum.Masyarakatdalam menerapkan hukum mutlak

merefleksikankesadarandanrasakeadilan sebagaikepribadian

danfalsafahhidupbangsaIndonesia.Hukum diIndonesiaharus

menjamindanmenegakannilai-nilaiyangterkandungdalam UUD

1945 yang merupakan pencerminan Pancasilamerupakan dari

segalasumberhukum,makaUUD 1945adalahfalsafahhukum

Indonesia.28

Undang-undang sebagaihukum tertulis,disebut yuridis

formalatau peraturan negara yang dibuatalatnegara yang

berkompetensi,danmengikatmasyarakatumum.Undang-undang

28DarjiDarmodiharjodanShidarta,Pokok-PokokFilsafatHukum,ApadanBagaimana
FilsafatHukum Indonesia,h.229-230.
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dapatdipetakanmenjadidua,sebagaiberikut;

a.Undang-undang dalam arti materiil, adalah peraturan-

peraturanyang diadakanoleh negarabersamaandengan

isinyalangsungmengikat.

b.Undang-undangdalam artiformal,adalahperaturannegara

yangkarenabentuknyadisebutundang-undang,dengankata

lainsetiapkeputusanatauperaturanyangdilihatdaricara

pembentukannya.29

Mengaitkanhukum dalam asaslegalitasbahwabaikdalam

ranahhukum perdatamaupundalam ranahhukum pidana,tidak

dapatditerapkanterhadapsuatuperbuatanmanusiasebelum ada

hukum yang mengaturperbuatan tersebut.Setiap perbuatan

manusiayangterjadimestinyaadahukum yangdapatmengikat

secarapaksa.Halitudimaksudkanuntukmenghindariterjadinya

kekosonganhukum.Sejatinya,reformulasipasal284,285,dan292

yangdilakukanolehDPRadalahmeresponterjadinyakekosongan

hukum.Konteksituterjadisebagaiakibatdariperkembangandan

perubahan waktu dan keadaan, sehingga banyak kejahatan

kesusilantidakdapatdihukum denganalasantidakadahukumnya.

Konteks itu menunjukan bahwa perbuatan dari kejahatan

kesusilaanterjadikekosonganhukum.

29ZainalAsikin,PengantarIlmuHukum (Cet.III;Jakarta:RajawaliPers,2015),h.90.



41

Hukum dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan daya

pemberlakuannya para penegak hukum dalam menciptakan

masyarakatyangdamai,tertib,danadil.Perilakumanusiayang

dapatdihubungkandenganhukum menghendakimanusiadalam

mewujudkanperbuatanyangterikatdengannorma-normahukum

yang berlaku dalam masyarakatdan negara.Hukum memiliki

fungsidalam bentukhukum positifyakniberdayapaksayang

terikatpadaruangdanwaktu.Berangkatdaripaham positivisme

hukum,konstitusiitumengikat,sebabditetapkanolehbadanyang

berwenangmembentukhukum,sehinggakonstitusidibuatuntuk

rakyatyangmuatannyasaratdenganketentuansanksiyangdiatur

lebihlanjutdalam undang-undang.Konstitusimenjadiinstrumen

dalam membatasikewenangannegara,menjamintegaknyahak-

hakasasi,menyeleggarakanpembagiankekuasaandalam negara,

dan penyelenggaraan yang didasarkan pada undang-undang.

Sekalilagiditegaskandenganmengalihkanpemahamantentang

konstitusisebagaidokumenformalyangterlembagakanolehalat-

alatnegaradansekaligussebagaihukum dasaryangtertinggi.30

Urgensinyakonstitusidalam negara,UUD1945padaPasal

24ayat2dinyatakanbahwakekuasaankehakimandilaksanakan

30DahlanThaib,Jazim Hamidi,Ni’matulHuda,TeoridanHukum Konstitusi(Cet.XIII;
Jakarta:RajawaliPers,2017),h.72-73.
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olehsebuahMahkamahAgungdanbadan-badanlainyangadadi

bawah dalam lingkungan Peradilan Umum,Peradilan Agama,

Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer,dan oleh

sebuah lembaga Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu,

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga pelaksana

kekuasaan kehakiman dalam mengujimateriundang-undang

diajukanterhadapUUD1945,artinyaeksistensinyamenurutUUD

1945diakuidandiperkuatlagikedudukannyamelaluiUURI.No.24

Tahun2003.MeskipuntelahdiakuiMahkamahKonstitusisebagai

pelaksanakekuasaankehakiman,tidaksertamertaharusberada

dalam koordinasiMahkamahAgung.MahkamahKonstitusiadalah

lembaga hukum yang berdirisendiri,berdirisejajar dengan

MahkamahAgung,sehinggasemuaprodukputusannyabersifat

final.Mahkamah Konstitusibukan merupakan lembaga yang

berjenjangsebagaimanahalnyadenganMahkamahAgungdengan

badan-badanperadilanyangadadibawahnya.

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kekuasaan

kehakimanmenuruttatahukum Indonesiaadalahlembagahukum

yang berdiri sendiri dan terpisah dari Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusiberkedudukan setara denganMahkamah

Agung.Selain Mahkamah Agung sebagaipuncak pelaksana

kekuasaankehakimandalam lingkunganperadilanyangberadadi
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bawahnya,makaMahkamahKonstitusiyangsecarafungsional

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tidak memiliki

hubunganfungsionaldenganMahkamahAgung.Setiapputusan

hukum sebagaiproduk Mahkamah Konstitusibersifat final.

Dengan demikian,kewenangan Mahkamah Konstitusiadalah

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,

memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara,

memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan

tentang hasilpemilihan umum,dan memutus pendapatDPR

tentangdugaanpelanggaranolehpresidendan/wakilpresidendan

memutuspendapatDPRbahwapresidendan/atauwakilpresiden

tidak lagimemenuhisyaratsebagaipresiden dan/atau wakil

presiden.31

KewenanganMahkamahKonstitusitentangmengujiundang-

undangterhadapUUD1945,kembalidiujikompetensinyamelalui

ujimateriilDraftRUU-KUHPidanapadapasal284,285dan392itu

mengaturkejahatan kesusilaan,pemerkosaan,persinaan dan

LGBT.Rupanya ketiga pasalitu,amar putusan Mahkamah

Konstitusimengadili,menolakpermohonanparapemohonuntuk

seluruhnya.Haltersebutmenjadiawalsumberpolemikdalam

31JaenalArifin,PeradilanAgamadalam BingkaiReformasiHukum diIndonesia(Cet.I;
Jakarta:Kencana,2008),h.195-196.
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memahamiputusan Mahkamah Konstitusiketika para pihak

menempatkanperspektifyangberbeda-beda.Bersandarkandari

putusanMahkamahKonstitusiitumenciptakanperspektifyang

berbeda-beda, sehingga perspektif yang kebanyakan yang

berkembangadalahMahkamahKonstitusimelegalkanzina,LGBT.

Mencermatihasilputusan hakim Mahkamah Konstitusi

adalahuntukmenepisasumsiyangmelegalkanzinadanLGBT

dalam sidangplenohakim MahkamahKonstitusipadahariKamis

tanggal 14 Desember 2017. Konstruksi mengenai putusan

MahkamahKonstitusiyangmenolakpermohonanujimateriPasal

284,Pasal285danPasal292DraftRancanganKUHPidanaadalah

memuatperaturanyangmengaturtentangkejahatankesusilaan.

PascaputusanMahkamahKonstitusimelakukanklarifikasiatas

sikapmenolakpermohonanujimateriPasal284,Pasal285,dan

Pasal292DraftRancanganKUHPidana,yangdinilaiolehbanyak

pihakadalahsalahdalam memahamiputusanitu.Merespondari

putusan Mahkamah Konstitusidalam sejumlah postingan di

mediasosialyangmenuduhbahwaMahkamahKonstitusitelah

melegalkanperbuatanzinadanhomoseksual.SikapJuruBicara

dariMahkamahKostitusiadalahFajarLaksono menkonfirmasi

dalam putusan No. 46/PUU-XIV/2016 bahwa Mahkamah

Konstitusitidakmelegalkanperbuatanseksualmenyimpangdan
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sejenis. Hal itu diungkapkan bahwa dalam amar putusan

MahkamahKonstitusidisebutkan"Tidakadasatukatapundalam

amarputusan dan pertimbangan Mahkamah yang menyebut

istilah LGBT (lesbian,gay,biseksualdan transgender),apalagi

dikatakanMahkamahKonstitusimelegalkannya."Melihatdalam

permohonan itu bahwa yang ada pemohon meminta kepada

Mahkamah Konstitusimemperjelas rumusan delik kesusilaan

yangdiaturdalam ketigapasalyangdiajukan.32

Sementaraitu,terhadappokokpermohonandalam ketiga

pasalyangdiajukanolehparaPemohon,ternyataseluruhhakim

konstitusimempunyaiperhatianyangsamaterhadapfenomena

yangdipaparkanolehPemohon.Haltersebutselengkapnyadapat

dibaca,sebagaiberikut;

“Padasaatujimateriketigapasalitu,limahakim berpendapat

bahwasubstansipermohonandimaksudsudahmenyangkut

perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah

secaramendasarbaiksubjekyangdapatdipidana,perbuatan

yangdapatdipidana,sifatmelawanhukum perbuatantersebut,

maupun sanksi/ancaman pidananya. "Sehingga hal itu

sesungguhnyatelahmemasukiwilayah'criminalpolicy'yang

32https://nasional.kompas.com/read/2017/12/18/20155601/penjelasan-mk-soal-
tuduhanputusan-yang-melegalkan-zina-dan-lgbt.Diaksespadatanggal08Nopember2018.
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kewenangannya ada pada pembentuk undang-undang,DPR

dan Presiden," Putusan Mahkamah Konstitusi pada

substansinyamemberikanpemaknaanterhadapsuatunorma

undang-undang,baikmemperluasataumempersempitnorma

tersebut.Halituterbataspadaundang-undang yang bukan

mengubah sesuatu yang sebelumnya bukan tindak pidana

menjaditindak pidana,yang berakibat seseorang dapat

dipidana berupa perampasan kemerdekaan seseorang.

"Karena kami concern terhadap fenomena sosial yang

dikemukakanolehPemohondalam putusanitu,Mahkamah

sudahmenegaskanagarlangkahperbaikanperludibawake

pembentukundang-undanguntukmelengkapipasal-pasalyang

mengaturtentangdelikkesusilaantersebut."33

MendalamipermohonanujimateriDraft RUU-KUHPidana

Pasal284,285,dan292yangdiajukankeMahkamahKonstitusi

oleh Euis Sunartisebagaimemohon,menghasilkan produk

putusan dengan menolak seluruh permohonan pemohonan.

Produk putusan Mahkamah Konstitusidianggap menciptakan

hukum baruyaknimendukungdanmelegalkanzinadanLGBT.

33https://nasional.kompas.com/read/2017/12/18/20155601/penjelasan-mk-soal-
tuduhan-putusan-yang-melegalkan-zina-dan-lgbt.Diaksespadatanggal08Nopember2018.
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Dengan demikian, produk putusan Mahkamah Konstitusi

melahirkanasumsiyangmenganggapbahwaputusanitutidak

sesuai dengan jiwa, kepribadian Bangsa Indonesia yang

sesungguhnya dan falsafah hidup Pancasila.Berkaitan produk

putusan tersebutmenimbulkan banyakreaksidarimasyarakat

menolakmeluasnyaperbuatanzinadankeberadaanLGBT.

Pandangan Mahfud MD. dalam merespon tentang

kontroversial putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai

melegalkanzinadanLGBT.HalitudiklarifikasiolehMahfudMD.

bahwaMahkamahKonstitusimenolakmemberikantafsiranilain

dariketigapasalyang diajukanPemohon,sebab sudahdiatur

sangatjelasdalam KUHPidana.Mengaturtentangmembolehkan

ataumelarangsesuatuadalahranahlegislatif,bukanyudikatif.

Denganbegitu,zinadanLGBTtetapdilarang.

Didalam RUU-KUHPsekarangyanghampirdiundangkanitu

sudah diaturlebih tegas,sepertidiungkapkan oleh Direktur

EksekutifInstituteForCriminalJusticeReform (ICJR)Supriyadi

WidodoEddyonobahwaharusdipahamikewenanganMahkamah

Konstitusiadalahpelaksanaundang-undang(negativelegislator)

bukan dalam pemahaman sebagaipembuat undang-undang

(positive legislator).Ketika menyangkutnorma hukum pidana,

Mahkamah Konstitusidituntutuntuk tidak memasukiwilayah
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kebijakanpidanaataupolitikhukum pidana.Pandangantersebut

menunjukan pengujian pasal284,285 dan 292 KUHP pada

pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun

dekriminalisasiterhadapperbuatantertentu."Halitutidakdapat

dilakukanolehMahkamahKonstutisikarenamerupakanbentuk

pembatasan hak dan kebebasan seseorang,dalam konteks

pembatasandemikiansesuaidenganPasal28Jayat(2)UUD

1945adalahkewenanganekseklusifpembuatundang-undang."34

MenanggapiujimateriDraft-RUUKUHPidanaPasal284,285,

dan 292 yang telah digelaroleh Mahkamah Konstitusidalam

sidangplenopadahariKamis14Desember2017,kenyataannya

terdapatlimahakim yangmenolakdarisembilanhakim,sehingga

menyisakanempathakim yangmenerimaujimateripermohonan

pemohon.Substansiputusanitudisebutkanolehlimahakim yang

menolaksubstansibahwapermohonanterkaitdenganperumusan

delikdantindakpidanabaruyangdapatmengubahsubjekdan

perbuatan yang dapat dipidana,sifat perbuatan yng dapat

melawanhukum,sanksidanancamanterhadapperbuatanyang

melawan hukum.Lebih lanjut dalam pendapat lima hakim

MahkamahKonstitusidijelaskanbahwasecarakelembagaanyang

34
https://nasional.kompas.com/read/2017/12/17/16235281/mahfud-md-yang-

kurang-paham menuduh-mk-perbolehkan-zina-dan-lgbt.
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berwenanguntukmembuatperubahandarinormahukum berada

dalam wewenang pembuatdan pembentukhukum,yaitu para

legislatifdanPresiden,bukandarilembagayangdiharapkandapat

menegakanhukum termasukMahkamahKonstitusi.

Permohonanujimateriketigapasaltersebutdalam perkara

nomor 46/PUU-XIV/2016 diajukan oleh Euis Sunarti dalam

gugatannyamemintaPasal284tidakperlumemilikiunsursalah

satuorangberbuatzinasedangdalam ikatanperkawinandan

tidak perlu ada aduan.Pasal285,pemohon meminta bahwa

pemerkosaan mencakup semua kekerasan atau ancaman

kekerasanuntukbersetubuh,baikyang dilakukanolehlaki-laki

terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan

terhadaplaki-laki.Sementarapadapasal292,pemohonmeminta

dihapuskannyafrasa"belum dewasa",sehinggasemuaperbuatan

seksualsesamajenisdapatdipidana.Selain itu,homoseksual

haruslahdilarangtanpamembedakanbatasanusiakorban,baik

masihbelum dewasaatausudahdewasa.MahkamahKonstitusi

dalam putusannya menilaidalilpara pemohon tersebuttidak

beralasanmenuruthukum sebab padaprinsipnyapermohonan

pemohonmemintaMahkamahmemperluasruanglingkupkarena

sudah tidak sesuai dengan masyarakat. Akibatnya pada

perubahanyangdikaitkandalam prinsipataupokokhukum pidana
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dan konsep-konsep dasar yang berkenaan dengan suatu

perbuatanpidana.Artinyasecarasubstansial,pemohonmeminta

Mahkamah Konstitusimerumuskan tindak pidana baru yang

merupakanwewenangpembentukundang-undang.35

Ketigapasaltersebutmengatursoalkejahatankesusilaan.

Dibalik putusan tersebut,empat hakim yang menyatakan

dissentingopinionatauperbedaanpendapatdiantaranyaArief

Hidayat,AnwarUsman,WahiduddinAdams,danAswanto.Produk

hukum pidana lahirdarikebijakan pidana atau politik hukum

pidana pembentuk undang-undang.Maria Farida menyatakan

bahwaMahkamahKonstitusitidakbolehmasukwilayahpolitik

hukum pidana.PermohonanpemohonEuisSunarti,memintaagar

Pasal284tidakperlumemilikiunsursalahsatuorangberbuatzina

sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak perlu ada aduan.

Empathakim menyatakanpendapatbahwaPasal284KUHPjelas

mempersempitruanglingkupdanbahkanbertentangandengan

konseppersetubuhanterlarangmenurutnilaiagamayanghidup

danberkembangdimasyarakatyangsejatinyalebihluas.Konsep

zinaseharusnyameliputibaikpersetubuhandiluarperkawinan

yang dilakukan oleh pihak yang terikatperkawinan maupun

35https://nasional.kompas.com/read/2017/12/17/16235281/mahfud-md-yang-
kurang-paham menuduh-mk-perbolehkan-zina-dan-lgbt.
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persetubuhan yang dilakukan oleh pihak yang tidak terikat

perkawinan.Sebelum dilakukannya konkordansiWetboek van

Strafrecht oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, zina

merupakan perbuatan yang sangattercela dan tidak pernah

dipandang sebagaiperbuatan yang hanya berdimensiprivat.

Setiapperbuatantercelayangdilakukanolehindividu,khususnya

zina,senantiasadianggapmenimbulkandampaknegatifsecara

komunal."36

Munculnya perdebatan persepsidikalangan masyarakat,

Mahfud MD.tampildihadapan publik dengan tujuan untuk

memberikanklarifikasiterhadappermasalahanyangberkembang

ditengah-tengahmasyarakat.MahfudMD.dalam penjelasannya

tentang putusan Mahkamah Konstitusidalam perkara nomor

46/PUU-XIV/2016bahwaMahkamahKonstitusitidakberwenang

untuk memberikan interpretasiapalagisampaiterjadimulti

interpretasi.Beberapahalyangtidakdapatdilakukanolehhakim

MahkmahKonstitusiuntukmembuatperubahanhukum termasuk

membuat norma hukum, yakni mempermasalahan daya

pemberlakuanperaturanundang-undang.Dengandemikiandalam

wilayahkewenanganMahkamahKonstitusibukankewenangannya

36https://nasional.kompas.com/read/2017/12/14/16313161/empat-hakim-mk-beda-
pendapat-soal-putusan-uji-materi-pasal-kesusilaan-d.
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tentang mengatur untuk membolehkan dan melarang suatu

perbuatanatauperistiwahukum.Pentinguntukdipahamisecara

mendalam tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentunya

membatasidirinyadalam melakukanujimateriPasala284,285

dan 292 ,sebab dalam banyakpembacaan adalah kenyataan

Mahkamah Konstitusisemata mengujipasaltersebut yang

bersumberdariKUHPidana,bukan pasalyang bersumberdari

Draft-RUUKUHPidana.Disisilain,terdapatbeberapapihakyang

mengatakan bahwa pengajuan ujimateripada ketiga pasal

tersebutdilakukandalam keadaantergesa-gesa,hinggaDraftRUU

-KUHPidanadiundangkan.

Perzinaan adalahperbuatanterceladalam ajaranagama

yanghidupdanberkembangdalam masyarakat,sehinggazina

merupakanperbuatanyangsangattercela.Ketercelaanperbuatan

zina jelas meliputiperselingkuhan (adultery)dan fhubungan

seksualdiluarnikah(fornication).Homoseksualdalam Pasal292,

pemohon meminta dihapuskannya frasa "belum dewasa",

sehinggasemuaperbuatanseksualsesamajenisdapatdipidana.

Homoseksualharusdilarang tanpamembedakanbatasanusia

korban,baikmasihbelum dewasaatausudahdewasa.Pasal292

KUHPseharusnyadinyatakanbertentangandenganUUD1945dan

tidakmempunyaikekuatanhukum mengikat.Pasal285,pemohon
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memintabahwapemerkosaanmencakupsemuakekerasanatau

ancamankekerasanuntukbersetubuh,baikyangdilakukanoleh

laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh

perempuanterhadaplaki-laki.Akantetapi,MahkamahKonstitusi

menilaidalilpara pemohon tersebuttidak beralasan menurut

hukum.37

UjimateriDraftRUU-KUHPidanadiMahkamahKonstitusi,

dalam kontekstersebuttidakdianggapsebagaipenyalagunaan

kekuasaan,penjelasannyasebagaiberikut;

“Rancanganyangdiujiituadalahkeliru,meskipuninforman

mengakui backgroundnya bukan ahli hukum, sependek

pengetahuan dari informan, yang diuji oleh Mahkamah

Konstitusiadalahundang-undang,bukanrancanganundang-

undang.Maka kalau ada yang dilakukan sepertiini,sebab

Mahkamah Konstitusiadalah benteng terakhirbagipencari

keadilansamadenganmahkamahAgungdanseterusnya.Jika

rancanganyangdiuji,berartiituadalahkeliru,agakberlebihan

kalauitudilakukan,sebabyangdiujiadalahundang-undang,

sama dengan peraturan kalau belum ditetapkan didewan

maka akan disosialisasikan kepada masyarakat untuk

37https://nasional.kompas.com/read/2017/12/14/16313161/empat-hakim-mk-beda-
pendapat-soal-putusan-uji-materi-pasal-kesusilaan-d.
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memintapersetujuannya,jikaperaturanitusudahditetapkan

danadamasyarakatyangbelum puas,makaperaturanitubisa

diuji,yangbelum menjadiketetapanapayangmaudiuji.”38

Membedah kewenangan Mahkamah Konstitusidalam uji

materiDraftRUU-KUHPidana Pasal284,285,dan 292 tidak

termasukabuse ofpower(penyalagunaan kekuasaan)dengan

konsepsipemikiran para pembuat undang-undang diDPRD

KabupatenSoppeng,dikemukakanbahwapenolakandarikelima

hakim Mahkamah Konstitusiyang membatalkan permohonan

pemohon bukan dalam ranahsubstansiDraftRUU-KUHPidana,

akantetapipenolakanituterletakpadastatuskonstitusinyadari

DraftRUU-KUHPidana,artinyayangdiajukanpermohonanmasih

dalam bentukdraftrancanganundang-undang. Pendapatlima

hakim yangmenolakpermohonanpemohonadalahberpendapat

bahwakewenanganMahkamahKonstitusiuntukmenambahdan

mengurangiapalagimemberikanmultiinterpretasiterhadappasal-

pasalyang ada dalam KUHPidana.Oleh karena itu,disebut

melakukan penyalagunaan kekuasaan jika hakim Mahkamah

Konstitusimengujimaterirancanganundang-undang,sebabkeliru

38HaeruddinTahang,WawancaraDilaksanakandiKantorDPRDKabupatenSoppeng
padahariKamistanggal29Nopember2018.
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danbertentangandengankewenangannyasendirimengujimateri

sementaraundang-undang itumasihdalam bentukrancangan.

Sejauhdaripenolakanhakim MahkamahKonstitusiterhadapuji

materiDraftRUU-KUHPidana bukan merupakan penyagunaan

kekuasaanuntukmelawankewenangannyasendiri.

Denganbegitu,meskipunMahkamahKontitusimenolakatau

membatalkan ujimateriDraftRUU-KUHPidana,bukan berarti

dalam interpretasiputusan Mahkamah Konstitusimelegalkan

kejahatan kesusilaan, perzinaan, pemerkosaan, pencabulan,

perkawinan sesama jenis yang dibingkai perilaku seksual

menyimpang yaknihomoseksual,lesbian,atau membolehkan

transgender,akan tetapiMahkamah Konstitusimenjaga dan

memproteksietika darikewenangannya sendiridengan tidak

mengujirancangan undang-undang melainkan undang-undang.

Semua kejahatan kesusilaan itu tetap dapat dihukum atau

dijatuhkan pidana sesuaidengan keadaan hukum sebelumnya

yangbersumberdariKUHPidana.Sebabdapatdipastikanakan

berbedakenyataannya dariputusanMahkamahKonstitusidalam

melakukan ujimateriadalah DraftRUU-KUHPidana itu sudah

menjadiundang-undang,lalu kemudian diajukan permohonan

untukujimateriundang-undang.

Hukum merupakanpanglimadalam kehidupanmasyarakat,
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sehingga memiliki kedudukan yang sangat menentukan

kehidupan masyarakat. Posisinya sebagai sistem, hukum

mengaturantarabaikdanburuk,benardansalah,pelaksanaannya

diliputidengankekuasaandalam penegakanhukum.Kepastian

hukum adalah salah satu tujuan dalam penegakan hukum,

sehingga oleh setiap orang dapat terlaksana dengan

ditetapkannyahukum dalam suatuperistiwakonkret.

Hukum yang berlaku dalam masyarakat tentunya

diharapkan mengarahkan kearah kebenaran, tidak boleh

menyimpang dariketidakpastian.Kepastian hukum itu dapat

memproteksidanmelindungimasyarakatdaritindakanbrutaldan

semena-mena, sehingga hukum memiliki essensi bahwa

seseorang sebagaiprivatdan masyarakatdalam ruang publik

akan dapatmenuaidariyang diimpikan dalam keadaan dan

kondisitertentu.Masyarakatmenginginkankepastianhukum dari

penegakan hukum,sebab kepastian hukum dalam masyarakat

dapatmenciptakanketertibandankedamaian.Hukum yanghidup

dalam masyarakatdapatmemberikanmanfaatdaripenegakan

danpelaksanaanhukum.39

Kebutuhanmasyarakatterhadaphukum termasukdenganuji

39DanangRisdiarto,PerlindunganTerhadapKelompokMinoritasdiIndonesiadalam
MewujudkanKeadilandanPersamaandiHadapanHukum,JurnalRechtVinding:Media
PembinaanHukum Nasional,Vol.6No.2,April2017,h.128-129.
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materimateriDraftRUU-KUHPidanaPasal284,285,dan292di

MahkamahKonstitusi,denganharapanbahwahukum itudapat

ditegakan agar dapatmemberikan kepastian hukum.Dengan

demikian,hukum itu dapatberfungsiuntuk mengatursegala

tingkah laku manusia,menciptakan kenyamanan,ketenangan,

ketertibandankedamaiandalam kehidupanmasyarakat.Hukum

yangdimaksudadalahhukum yangdapatbersifatfleksibeldalam

mengisikekosanganhukum terhadapperbuatanmanusiayangdi

nilaikontradengansosialmasyarakat.

Pandanganpositivismehukum menyebutkansatu-satunya

sumberhukum adalahundang-undang,lebihlanjutdaripernyataan

itu dapatdipahamibahwa hukum memilikilegalitasjika telah

dituangkandalam bentukundang-undang,sedangkanperadilan

adalah lembaga hukum yang semata-mata untuk penerapan

undang-undang terhadap peristiwa yang konkret.Akan tetapi,

penegakanhukum tentumengutamakankepastianhukum,namun

akan menjadimasalah apabila penegakan hukum darikonflik-

konflikyangadadalam masyarakattidakmampudiselesaikan

atasdasarhatinuranidankeadilan.Keadilandalam hukum adalah

harapan yang harus dipenuhidalam penegakan hukum.Oleh

karenaitu,hukum meskipundiakuibahwatidaksanmadengan

keadilan,sebabkeadilanitubersifatsubyektif,individualistisdan
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tidakmenyamaratakan.Artinyaadalahapabilapenegakhukum

menfokuskan hanya nilai keadilan semata sedangkan nilai

kemanfaatandankepastianhukum tidakdiindahkan,tentuhukum

itutidakdapatberjalanefektif.Sebaliknyajikadalam pelaksanaan

hukum menitikberatkannilaikemanfaatansementarakepastian

hukum dankeadilandiabaikan,makahukum ituhanyasekadar

simbol.40

PadigmaaktivitasLGBTbertentangandenganPancasiladan

nilai-nilaibudayaIndonesia.EksistensiLGBTdalam masyarakat

membawabanyakkontroversi,sehinggategasbukanmerupakan

gender,dalam hukum diIndonesiahanyamengakuiperempuan

danlaki-lakisebagaigender.KonsepsiitutercerminmelaluiUURI.

No.1Tahun1974,yangsecarategasdinyatakanperkawinanhanya

dapatdilaksanakandiantarapriadanwanita.Indonesiamasih

dianggap sebagainegara konservatifsecara langsung dengan

tidak menyetujuitransgender,apalagimengakuiada dengan

menempatkanjeniskelaminketiga.

BeberapakasusdiIndonesiayangterkaitdengangenderdan

biasanyaberakhirdenganmemunculkangenderlain,praktekitu

dipandangsebagaikriminalitasataukejahatandalam perkawinan

40DanangRisdiarto,PerlindunganTerhadapKelompokMinoritasdiIndonesiadalam
MewujudkanKeadilandanPersamaandiHadapanHukum,h.128-129.
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yangdilakukansesamajenis.Gerakanhomoseksualdipandang

sebagaitindakpidanadari85negaradiseluruhduniadandapat

mengarahpadapenjarayang panjang,hukumancambuk,atau

bahkanhukumanmati.41

DikemukakanolehHaeruddinTahangketikaditanyadengan

diajukanujimateriDraftRUU-KUHPidanaPasal284,285,dan292

diMahkamahKonstitusi,namunketigapasalitudiujimateridan

putusannya adalah menolak atau membatalkan seluruh

permohonanpemohon,penjabarandalam praktis,sebagaiberikut;

“inilah sebenarnya sebagaimanusia modern sekarang ini

terlalu banyak melakukan improvisasi,akhirnya nilai-nilai

agamaituditinggalkansebenarnya.Olehkarenaitu,masalah

initidakperludiperdebatkan,didalam agamasudahdiajarkan

semuanyabaikituperzinaan,homoseksual,lesbiandansemua

perilakuseksualmenyimpangadalahharam.Halinitidakboleh

lagidiganggusebabsudahfinalhukumnyadalam kitabsucial-

Qur’an.”42

41Yam Saroh dan MeiRelawati,Indonesian Youth’s Perspective Towards LGBT
(PerspektifAnakMuda Terhadap LGBT),Humanus:JurnalIlmiah Ilmu-ilmu Humaniora,
VolumeXVINo.1,2017,h.77.

42HaeruddinTahang,WawancaraDilaksanakandiKantorDPRDKabupatenSoppeng
padahariKamistanggal29Nopember2018.
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Merujukdaripemikiranitutersebutnilai-nilaikebenaranyang

diaturdalam agama,peraturanperundang-undangantidakadalagi

ruanguntuk memperdebatkanyangsudahditatadenganbaik

dengan hukumnya, apalagi sampai mengaburkan atau

membenturkan nilai-nilaikesusilaan yang telah terkonstruksi

dengan sangatkuatdalam masyarakat.Kejahatan kesusilaan

seperti perzinaan,homoseksual,lesbian dan semua perilaku

seksualmenyimpangsudahsangatjelashukum dalam agama

adalahharam,dandalam peraturanperundang-undanganadalah

dilarang.Oleh karena itu,tidak boleh lagiada upaya untuk

meruntuhkannilai-nilaimoralitasdannorma-normayangsudah

berlakudenganbaikdalam masyarakat.

Hukum Indonesia tidak memilikiperaturan khusus untuk

komunitasLGBT,Indonesiasebagainegarahukum memberikan

klasifikasidenganmengaitkanbeberapainterpretasibahwaLGBT

adalah merupakan tindakan tidak bermoral,sebagaikegiatan

seksualmenyimpang.Akantetapi,apabilaperilakuLGBTdikaitkan

dengan UU RI.No.44 Tahun 2008 tentang Pornografiadalah

kegiatannyaterdiridarimelakukanaktivitasseksualdenganmayat,

hewan,oralseks,analsex,lesbian,danhomoseksual.Indonesia

menuju dalam tataran proses panjang untuk menerima

keberadaan LGBT setelah Amerika Serikatmelegalkan aturan
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perkawinan sesama jenis.Lukman Hakim Saifuddin,sebagai

MenteriAgamadalam KompaspadaedisiJuli,2015menjelaskan

bahwaperkawinansesamajenistidakdapatditerimadalam ruang

hukum karenaIndonesiaadalahnegaraagamatempatperkawinan

dianggapsuci.Lebihlanjutperkawinansesamajenisdalam LGBT

tidakakanberpengaruhuntuksemuaorangIndonesia.43

MenteriRiset,teknologi,danpendidikantinggiadalahMoh.

Nasirtegasmenyatakanbahwauniversitassebagaipendidikan

tinggiadalahtempatuntukmenjagamoralitasdalam masyarakat

universitas.UniversitassebagaiminiaturmasyarakatIndonesia

jelasmemilikistandarkhususataubahkankhususuntuknilaidan

moralitas untuk menjaga keseimbangan terhadap karakter

akademik dan pribadi. Pernyataan itu dianggap menjadi

kontroversialdisekitarpemudaIndonesiaterutamaakademisi.

Olehkarenaitu,petisiitudibuatmengenaipernyataanmenteri

tentang LGBT.Salah satu ekspresimenuntutmenteriuntuk

mencabutpernyataanitutidakhanyatentangLGBTyangdapat

merusakmoralitasmasyarakat,tetapijugapelaranganterhada

LGBTdilingkunganuniversitas.Pernyataanlaindarisalahseorang

pemudadalam halitusituswebadalahbahwapelaranganLGBT

43Yam Saroh dan MeiRelawati,Indonesian Youth’s Perspective Towards LGBT
(PerspektifAnakMudaTerhadapLGBT),h.77-79.
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tidaksesuaidenganesensipendidikan,pelarangandilingkungan

akademikakanmengurangikritis.Mengenaipetisiitu,Moh.Nasir

menjelaskan bahwa setiap orang perlu mempertimbangkan

pelarangan LGBT disekitarlingkungan universitas dipahami

secaraobyektif.44

Tegasdalam konteksbahwasegalaperaturanyangberlaku

dinegara Indonesia Indonesia,menolak perilaku LGBT yang

menyimpang,tidakadaadadalam konsepperaturanperbolehkan

perkawinan sesama jenis, sebab negara Indonesia sangat

mensakralkanperkawinansuciantaralaki-lakidanperempuan.

Perilaku LGBT yang menyimpang adalah realitas yang sudah

terlepasdarisuatufenomena,sehinggajikaperkawinansesama

jenisterjadipentinguntukdiresponsecarahukum.Tidakdapat

dibiarkanperilakuLGBTyangmenyimpangtanpaadapenegakan

hukum,sehingga terjadiketidakkepastian hukum sebagaimana

yangmenjadiharapandalam masyarakat.

Bandingkan dengan konteks tentang eksistensi LGBT

denganstandarperubahanperaturanyangmampuberadaptasi

denganhakasasimanusia.Halituterobsesidarisuatuparadigma

yang berkembang diAustralia pada tahun 1950 bahwa LGBT

44Yam Saroh dan MeiRelawati,Indonesian Youth’s Perspective Towards LGBT
(PerspektifAnakMudaTerhadapLGBT),h.79.
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selalumengalamirasaketakutan,bencidandidiskriminasihak-

hakhidupnya.MenjadiseorangLGBT dipandangaibyangharus

ditutupikeberadaannya.AgamamenyebutLGBTadalahpendosa,

sehinggapsikologmenyebutkanbahwaLGBTadalahorangyang

mengalamigangguanjiwa.EksistensiLGBTdiAustraliayangterus

menuntut haknya sebagai bentuk imbas dari nilai-nilai

fundamentalsepertikeadilan dan kesetaraan yang membuat

momentum perubahanundang-undangperkawinansesamajenis

(samesexmarriage)menjaditidakterbendungdalam kebijakan

publiknya.45

Langkah selanjutnya yangditempuh oleh kelompokLGBT

Australiauntukdapatmempengaruhipemerintah adalah dengan

mendirikansebuahorganisasiNasionalyaituAustralianMarriage

Equalitypada9November2004.Organisasiitu dibentuk sebagai

sebuah kampanye dalam melawan perubahan, kemudian

diusulkan kepada Undang-Undang Perkawinan. Australian

MarriageEqualitymemilikianggotadan pendukung dariseluruh

Australia dan luarnegeri.Sebagaikomite warga yang peduli,

Australian Marriage Equalitytelah tumbuh menjadisalah satu

organisasiterbesardan paling sukses diAustralia.Australian

45TriYuliana,UpayaAustralianMarriageEqualityDalam MenegakkanHam Sesuai
ResolusiPbbTerkaitMasalahSameSexMarriageDiAustralia,Jom Fisip,Volume1No.2,
2014,h.2-3.
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Marriage Equality adalah sebuah organisasi berbasis

keanggotaan nasionalyang berfungsiuntukmenuntuthak-hak

perkawinanyangsamabagisemuawargaAustraliaterlepasdari

jeniskelaminatauseksualitas.46

AustralianHuman RightsCommissionmenganggapbahwa

prinsiphakasasimanusia,kesetaraanberartibahwaperkawinan

sipilharustersedia,tanpadiskriminasi,untuksemuapasangan,

tanpamemandangjeniskelamin,orientasiseksualatauidentitas

gender.The Premier of SouthAustralia telah menyatakan

dukungannya untuk kesetaraan perkawinan ditingkatnegara.

Australia memilikikewajiban hukum untuk melindungi dan

memajukanhakasasimanusiatermasukyangtercakupdalam

Kovenan Internasionaltentang Hak Sipildan Politik (ICCPR).

ICCPRmencakupprinsip-prinsipkesetaraandannon-diskriminasi.

KomisiHakAsasiManusiaPBBmenyimpulkanbahwaICCPRtidak

mencegahpengakuanperkawinansesamajenis.Reformasiitu

adalahlangkahpentingmenuju kesetaraan bagi orang-orang

dalam hubungansesamajenis.Menghapuslaranganperkawinan

sipilbagipasangan sesama jenis adalah langkah berikutnya

menujukesetaraanlegislatifdenganpasanganlawanjenis.47

46TriYuliana,UpayaAustralianMarriageEqualityDalam MenegakkanHam Sesuai
ResolusiPbbTerkaitMasalahSameSexMarriageDiAustralia,h.2-3.

47TriYuliana,UpayaAustralianMarriageEqualityDalam MenegakkanHam Sesuai
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Ambisius komunitas LGBT melaluiрауung “Hak Aѕаѕi

Manusia” mеmintа dan menghendakiseluruh,baik anggota

mаѕуarаkаtmaupunnеgаrаuntukmеngаkuikeberadaannya,agar

tidakterusikolehsiapapun.Pentinguntukdicermati,konstitusi

IndonesiamenempatkanHakAѕаѕiManusiamеmilikibatasan-

bаtаѕаn,yaknibatasannyaadalah tidаkbоlеh berlawanan dan

bеrtеntаngаn dеngаn moral,nilаi-nilаiagama,kеаmаnаn dаn

kеtеrtibаn umum.Meskipun,Indоnеѕiа bukan nеgаrа agama,

tetapinegara yang berdasarkan Pancasila jеlаѕ dаlаm ѕilа

pertama sebagainegara yang berkеtuhаnаn Yаng Maha Eѕа,

sehingga nilаi-nilаi аgаmа mеnjаdi dasar konstitusi dаlаm

menyelenggarakankеhiduраndеmоkrаtiѕ.48

Secara konstitusi,gerakan komunitas LGBT menuntut

kebebasanmelaluigardadаlаm UURI.No.39Tаhun1999tentang

HаkAѕаѕiMаnuѕiаPаѕаl73adalah,“Hakdankеbеbаѕаnуаng

diaturdаlаm Undаng-undаnginihanyadараtdibаtаѕiolehdаn

bеrdаѕаrkаn undаng-undаng, ѕеmаtа-mаtа untuk mеnjаmin

реngаkuаndanреnghоrmаtаntеrhаdарhakasasimаnuѕiаѕеrtа

kеbеbаѕаndasaroranglаin,kеѕuѕilааn,ketertibanumum,dаn

ResolusiPbbTerkaitMasalahSameSexMarriageDiAustralia,h.4-5.

48GunawanSaleh,MuhammadArif,RekayasaSosialdalam FenomenaSaveLGBT,
JurnalKomunikasiGlobal,Volume6,Nomor2,2017,h.156.
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kереntingаnbаngѕа”.49

Pembatasan Hak AsasiManusia dibutuhkan agarsetiap

orangdapatmelabraksemuaperaturan,sehinggaitusebabnya

nеgаrаhadirdalam dalam kehidupanberbangsauntukmеlаkukаn

pembatasan atas kереntingаn bаngѕа. Dengan demikian,

komunitas LGBT tidak bisa mengusung Hak AsasiManusia

sebagaialasanbahwahak-haknyatergаngguolehhаkоrаnglain

аtаu kереntingаn publik. Dengan begitu, dalam konstitusi

Indonesia bahwa tidаk ada satupun аrgumеn уаng rеlеvаn

menyebutkan untuk mеnghарuѕ lаrаngаn perkawinan ѕеѕаmа

jеniѕdеngаndаѕаrреnghарuѕаndiѕkriminаѕi.

Tegasdinyatakan bahwaLGBTbukanmerupakankodrat

mаnuѕiа sebagai kehendak Allah Swt., mеlаinkаn LGBT

merupakan реnуаkit sehingga tidаk relevan untuk

mеmреrtаhаnkаndanmemberlakukanhak-haknyalewatlеgаliѕаѕi

реrkawinаnѕеѕаmаjenisаtаѕdasarpersamaan.Pеrѕаmааndan

kesetaraangendertidakbеrlаkuterhadapkomunitasLGBT,dan

tidaktermasukdalam kategoriberbedaѕuku,warnakulit,danhаl

lаinyangditеrimаdalam mаѕуаrаkаt.

LGBTреrludicegahmelaluianpengobataankejiwaanаgаr

dapatkembalimenjadimanusianоrmаl,sehinggatidаkmеruѕаk

49RepublikIndonesia,UURI.No.39tahun1999tentangHakAsasiManusia.
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tatanan masyarakatyang sudah rapi.Hаkuntukmеnikаh dаn

berkeluarga tidak berlaku untuk mеnjuѕtifikаѕi реrkawinan

sesama jеniѕ.Hukum реrkаwinаn diIndonesia mеndеfiniѕikаn

реrkаwinаn аdаlаh ikаtаn lahirdan bаtin antara ѕеоrаng pria

dengan seorang wаnitа ѕеbаgаiѕuаmiiѕtridеngаn tujuаn

membentukkеluаrgаataurumаhtаnggауаngbahagiadankеkаl

bеrdаѕаrkаn Ketuhanan Yаng Maha Esa ѕеbаgаimаnа diatur

dalam Undаng-undаng Nоmоr 1 Tahun 1974 tentang

Pеrkаwinаn.50

NegaraIndonesiatidakdapatdipersamakandengannegara

AmerikaserikatdanAustraliayangmelegalkaneksistensiperilaku

LGBT yang menyimpang termasuk perkawinan sesama jenis.

Negara Indonesia berbeda dengan negara-negara lainnya,

Indonesiaadalahnegarayangunik,sehinggapadasaatpenerapan

hakasasimanusiabukanberartimemberikankebebasansecara

penuhpadasetiapindividu,melainkanadapembatasandalam

menerapkan hak asasimanusia.Temuan yang paling penting

untuk ditindaklanjutidalam penelitian iniadalah jika negara

Indonesiainginmelegalkanperkawinansesamajenis,bukanUURI

No.1Tahun1974yangakandirevisi,tetapiPancasiladanUUD

50GunawanSaleh,MuhammadArif,RekayasaSosialdalam FenomenaSaveLGBT,h.
157.
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1945yangharusdigantididalam NegaraKesatuan Republik

Indonesia.Alasannya adalah perkawinan sesama jenis jelas

sangatbertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma

hukum dalam PancasiladanUUD1945.

2.Legalitas penerapan tindak pidana asusila LGBT pasca

putusanujimateridraftRUU-KHUPdiMahkamahKonstitusi

Kaitannya dengan eksistensi komunitas LGBT adalah

permasalahannasionalyangmenuntutsolusidariberbagaiaspek,

baik aspek hukum,hak asasimanusia,sosialdan budaya,

termasukeksistensiLGBTdiKabupatenSoppeng.Pemikiransalah

seoranganggotaDPRD KabupatenSoppeng,HaeruddinTahang

menjelaskan:

“Komunitas LGBT iniadalah salah satu masalah tentang

eksistensinya, sebab LGBT suatu hal yang banyak

didiskusikanoranguntukmendapatkanruangbegitubesardi

tengah-tengahkehidupanmasyarakat.Halitumunculdiskusi

danprodankontratentangeksistensiLGBT.Soppengsebagai

salah satu kabupaten diProvinsiSulawesiSelatan yang

masyarakatnyasangatreligius,namuntidakdapatdipungkuri

keberadaan LGBT yakniada lesbian,gay,biseksualdan

seterusnya.Akantetapisecarahukum,LGBT diKabupaten
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Soppengtidakdiakui,hanyasajadalam kondisitertentuatau

dalam kondisisosialmasyarakat,kadang-kadang LGBT itu

diterima dalam kondisi, misalnya dalam acara-acara

perkawinan dalam daerah Masyarakat Bugis-Makassar

termasukdalam menghiaspengantinlaki-lakidanpengantin

perempuan,mendekorasilammingadalahpelaminan,tempat

pestapengantin.”51

Padakesempatanyanglain,sebagaimanadikemukakanoleh

Syahruddin M.Adam adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten

Soppeng dariFraksiGolongan Karya,dan AndiMapparemma

adalah Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dariFraksiPDI-P,

sebagaiberikut;

“Pada tahun yang lalu yaknitahun 2017,komunitas LGBT

pernah merencanakan akan menyelenggarakan kegiatan

sesamakomunitasLGBTse-ProvinsiSulawesiSelatandengan

rencanabertempatdiKabupatenSoppeng.Akantetapi,DPRD

KabupatenSoppengmenolakizinpenyelenggaraankegiatan,

sehinggamenimbulkankegaduhanbaikdarikomunitasLGBT

51HaeruddinTahang,WawancaraDilaksanakandiKantorDPRDKabupatenSoppeng
padahariKamistanggal08Nopember2018
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maupundikalanganUlamayangmewakilisuaraUmatIslam di

KantorDPRDKabupatenSoppeng.AkhirnyakomunitasLGBT

mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Soppeng untuk

melakukan demonstrasiuntuk menuntuthak-haknya,tidak

terkecualimenuntuthak agarmemperoleh hak kebebasan

dalam menyelenggarakan kegiatan. Pada saat yang

bersamaan kalangan Ulama juga mendatangiKantorDPRD

Kabupaten Soppeng menuntutagarpara Legislatortidak

memberikan izin penyelenggaraan.Lewatperdebatan yang

sangatsengitdanpanjang,semuaaspirasididengarditempat

terpisah,sehinggaparaLegislatormengambilsikapdengan

tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan.Halitu

menunjukan masyarakatUmatIslam Kabupaten Soppeng

menolak keberadaan LGBT dari semua perilaku

menyimpang.”52

KabupatenSoppengadalahsalahsatukabupatenyangletak

geografisnyaberadapalingtengahdariProvinsiSulawesiSelatan.

Masyarakat Kabupaten Soppeng adalah masyarakat yang

mayoritas menganutagama Islam,sehingga tidak salah para

legislatordalam membuatperaturandaerahselalubersumberdari

52SyaharuddinM.Adam danAndiMapperemma,WawancaraDilaksanakandiKantor
DPRDKabupatenSoppengpadahariKamistanggal15Nopember2018.
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hukum agamanyayaknihukum Islam.Berangkatdariketaatan,

kecintaan dan pemahaman yang sangatmendalam terhadap

agamanya sehingga Kabupaten Soppeng dikenal sebagai

kabupaten yang sangat religius yang dibuktikan dengan

menghasilkanulama-ulamayangberkaliber.

Dibaliksebuahkabupatenyangsangatreligius,semuaunsur

dariumatIslam,baikdariPemerintahKabupatenSoppeng,DPRD,

ulamadanseluruhelemenmasyarakatterang-terangandantegas

menolak keberadaan perilaku menyimpang LGBT termasuk

perkawinansesamajenisyangdilakukan.MasyarakatKabupaten

Soppengsangatmenjunjungtinggiinstitusiperkawinandengan

lawanjenisadalahperkawinansakralyangsakraldansuci.Itu

sebabnya,diKabupatenSoppengtidakelokdarisuatuperkawinan

yangdilaksanakantanpaadakhutbahperkawinansebagaisalah

saturangkaiandariacararesepsitersebut.Intinyamasyarakat

KabupatenSoppengtidakakanpernahmemberikanruangdan

tempat dari perilaku LGBT yang menyimpang khususnya

perkawinansesamajenis.

SenadayangditulisolehNurTriyono“LegalitasPerkawinan

sejenis (StudiGenealogidan EpistemologiPemikiran Irshad

Manji),”sebagaiberikut:
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“Perkawinansejenisadalahsebuahpelebaranistilahbarudari

duniaperkawinansebelum dikenalistilahperkawinansesama

jenis,kaum homoseksualhanya memilikistatus hubungan

sejenis,sebuah hubungan yang dicap oleh masyarakat.

Hubunganinitidakmemilikitempatdiruangpublikyangjuga

terancam sebagaisalahsatutindakanpidana.Meskipunhanya

permisifsecaraprivat,hubungansejenistelahmenjadisalah

satubagiandarikehidupankeluargadiduniaBarat.Dengan

eksistensiyang sangatminim,dari3-4 dekade ini,kaum

homoseksualtelahmelakukanbanyakkajiandandiskusipublik

denganupayamemetakanulangperkawinandankeluarga.”53

Perkawinansesamajenisyangditujukankepadaparapelaku

homoseksualhanyamemilikistatus hubungansejenis,adalah

merupakanhubunganyangditolakolehmasyarakat.Hubungan

perkawinansesamajenisadalahhubunganyangtidakmemiliki

ruangdantempatdalam wilayahpublikdandapatdiklaim sebagai

salahsatutindakanpidana.Itusebabnyadalam beberapadekade,

parapelakuhomoseksualtelahberusahakeluarkunkungannorma,

baikyangbersumberdarimoralitasmaupunagama.

Belanda adalah salah satu negara yang melegalkan

53NurTriyono,Legalitas Perkawinan Sejenis (StudiGenealogis dan Epitemologi
PemikiranIrshadManji),Tesis,Program Magisteral-Ahwalal-SyakhshiyyahPascaSarjana,
UniversitasNegeriMalang,2017,h.23.
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perkawinan sesama jenis,merupakan bentuk tindakan dan

keputusanyangdianggapsahmelaluisistem hukum.Substansi

yangterdapatdalam perkawinansesamajenisdimaksudkanagar

terciptadarisebuahkeputusanpemerintahyangbersumberdari

perkawinan sesama jenis yang ada dimasyarakat.Bermula

denganrekognisipatnershipyangterjadipadatahun1998,tidak

sedikitjumlahpasangansesamajenisyangtelahdilegalkandi

masyarakatyangsecarabertahapmampumengubahperspektif

masyarakatBelandayangsebelumnyadianggapsangateksklusif

bergantimenjadilebihtoleran.Legalitasperkawinansesamajenis

di Belanda dari hasil beberapa survei yang menunjukan

peningkatan pandangan masyarakat,bahwa hubungan sesama

jenis juga memilikihak untuk memperoleh hak perkawinan.

Legalitas institusiperkawinan sesama jenis adalah pertama

kalinyaditetapkandinegaraBelandaberdasarkanstaatsblad No.

9 Tahun 2001 tentang Amandemen KodeSipilBelandayang

berkaitandenganpembukaanperkawinansesamajeniskelamin.

Perkawinansesamajenis sangatjelasterulisdalam pasal30,

sebagaiberikut;

a.Sebuah perkawinan dapatdilakukan oleh dua orang dari

jeniskelaminberbedaataudarijeniskelaminyangsama

(Eenhuwerlijkkauwordenaangegaandoortweepersonen
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banverschilledofvangelijkgeslacht).

b.Undang-undangmenganggapsahperkawinanberdasarkan

hubunganperdata(Dewetbeschouwthethuwerlijkallenin

zijnburgerlijkbetrekkingen).54

Institusiperkawinankontemporermengalamiperubahanyang

sangatdrastis,sebabdalam pelaksanaannyabukansemata-mata

antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, melainkan

perkembanganintitusiperkawinandilakukanantarajeniskelamin

laki-lakidenganlaki-laki,atausebaliknyaantaraperempuandan

perempuan.Realitasinstitusiperkawinanmenunjukanperluasan

maknapelaksanaannyadenganmunculnyaperkawinansesama

jenis.Perkawinansesamajenisadalahsalahsatuistilahbaruyang

merupakanperluasanmaknadarisegipraktiknyasebelum ada

perilakuhomoseksual.

Legalitasperkawinansejenismerupakanpenciptaanhukum

barudenganpolainstitusiperkawinanyangsudahada,sehingga

konten perkawinan tersebutbukan bentukpendefisian,namun

ekspansiitumerupakanpenjelasanterbaikdalam menjabarkan

institusiperkawinan.Berlahantapipastiperkawinansesamajenis

terus menjadi ranah perdebatan dalam moralitas sosial,

54NurTriyono,Legalitas Perkawinan Sejenis (StudiGenealogis dan Epitemologi
PemikiranIrshadManji),h.24-26.
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praktisinyauntukmengubahmoralitas.55

Hukum pidana Islam menentukan bahwa tindak pidana

dengan melihat ukuran perbuatan yang dapat merusak

kepentingan individu dan masyarakat, baik dilakukan dari

perorangan maupun kelompok.Hukum Islam menjamin

perlindungan terhadap keturunan diterapkan dalam larangan

berzina,karenaakibathukum dariperbuatanzinamenyebabkan

ketidakjelasanketurunandarianak-anakyangdilahirkan.Alasan

menghidariperbuatan zina adalah kaburnya anak-anak yang

dilahirkan,sehinggahukum Islam dalam hukum pidanamenolak

segala bentuk perilaku seks menyimpang seperti LGBT.

Kontekstualisasidarinorma-normadalam hukum Islam bertujuan

agarmanusiaterhindardarimadharat.56

Indonesia dalam penerapan norma hukum, hanya

melegetimasidarigenderlaki-lakidanperempuan,sebagaimana

yangdiaturUUNomor1Tahun1974.Tegasdalam peraturanitu

bahwa perkawinan yang legal adalah perkawinan yang

dilaksanakan oleh laki-lakidan perempuan sebagaipasangan

dalam membangun rumah tangga atau keluarga bahagia dan

55 NurTriyono,LegalitasPerkawinan Sejenis(StudiGenealogisdan Epitemologi
PemikiranIrshadManji),h.26.

56MakhrusMunajat,LGBTPerspektifHukum PidanaIslam,CakrawalaHukum,Vol.XI,
No.1Tahun2015,h.113-115.
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kekal.

Kaitannyadengan hukum ituterbataspada penyimpangan

yang dilakukan oleh LGBT,sebab perilaku menyimpang itu

mungkinterjadiantaraduaorangdewasayangdapatmengarah

denganperkawinandenganmemalsukanidentitasgendermereka.

Selainsubjek,petugaspencatatanperkawinanmemainkanperan

pentingdalam perkawinansesamajenis.Menunjukdari norma

hukum itu,diharapkanparapejabatsebagaipenegakhukum tidak

mengijinkanmenyelenggarakanperkawinanyangtidakmenaati

hukum sepertidisebutkanPasal20dalam UUNo.1Tahun1974.

Namun,itutidakmenetapkanhukumanhukum bagiparapejabat

yangmendaftarkanperkawinansesamajenisdenganpemalsuan

identitas.57

Pembatasanterhadappenerapanhakasasimanusiaadalah

denganmementingkannilai-nilaiataunormayangberlakudalam

kehidupansosialdaripadakepentinganindividudisebutkanpada

Pasal28Jayat2bahwapembatasantentangmendamaikanhak

asasimanusiadengannorma-normasosialyangsedangberlaku

dalam masyarakat. Indonesia sebagainegara hukum tidak

mengabaikanantaranormadanagamatertuangdalam Pancasila

57
DianES.,MichaelSP.,BramansyaP.,LuigiH.Same-SexMarriageForLesbians,

Gays,Biseksuals,andTransgenders,HangTuahLaw Journal,Volume1Issue2.October
2017,h.221.
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sebagaisumbersumberhukum,sehinggaperkawinan sesama

jenis dianggap sangatmenyimpang darinorma-norma sosial.

Sebuahkonsephukum yangmeyakinibahwahukum harussejalan

dengan norma-norma moraldariAllah Swtsendiri.Hambatan

untuk melegalkan perkawinan sesama jenis dalam hukum

Indonesiamerupakantindakanyangtidakmemenuhikomponen

normakeilahian.58

Respon Haeruddin Tahang ketika ditanya tentang LGBT

dengan hak asasimanusia,dengan semangat menjelaskan

sebagaiberikut;

“JikakembalikebasisajaranIslam,sebagaimuslim sangat

jelasAllahSwt.hanyamenciptakanmanusiadariduajenislaki-

lakidanperempuan,tidakdikenalhakasasinyasebagaiLGBT,

makaberdasarkanperspektifituhakasasiituhanyadiberikan

kepada laki-lakidan hak asasinya sebagai perempuan.

Konteksnyahakasasiitudikembalikankepadafitrahnyabahwa

manusiadiciptakanhanyaduajenissajayaitulaki-lakidan

perempuan.Itusebabnyajikakembalikepersoalanhakasasi

manusia,tidakterlalu tertarikberbicara hakasasimanusia

kepadakonteksitu.”59

58DianES.,MichaelSP.,BramansyaP.,LuigiH.Same-SexMarriageForLesbians,
Gays,Biseksuals,andTransgenders,h.223.

59HaeruddinTahang,WawancaraDilaksanakandiKantorDPRDKabupatenSoppeng
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ParameteryangdigunakanolehlegislatordiDPRDKabupaten

Soppeng adalah kelihatannya sangatsedeharna terhadap hak

asasimanusia yang dapatdiberikan kepada individu dengan

berdasarkan fitrahnya. Dengan demikian, ketika manusia

dilahirkanhanyaduajenissaja,yaitulaki-lakidanperempuan,tidak

adayangdilahirkandalam kondisiLGBT.Logikanyaadalahhak

asasimanusiahanyauntukindividuyanglaki-lakidanindividu

perempuan,sehinggaindividuLGBTtidakadatempatdanruang

untukmemperolehhakasasinya.

Padatataranperkawinan,ketikainformanditanyatentang

UURI.No.1Tahun1974yangusianyasudahusangdandianggap

sudahtidakdapatlagimengakomodiraspirasisebagiankecildari

masyarakatIndonesia,dalam penjelasannyasebagaiberikut;

“KedudukanUURI.No.1Tahun1974tidakadamasalah,aman

-aman saja. Ditegas dalam konteks itu bahwa hukum

diciptakan oleh Dewan Perwakilan Rakyatdan Pemerintah

ketika membicarakan tentang undang-undang, Peraturan

Daerah(Perda)landasannyaharusadadalam agama,sama

dengan UU RI. No. 1 Tahun 1974. Pada saat orang

padahariKamistanggal08Nopember2018.
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melangsungkanperkawinanbahwaharusadawali,saksi,ada

yang mau dinikahkan dan seterusnya.Sehingga dengan

keberadaanUURI.No.1Tahun1974tidakmasalahdanmasih

sangatrelevandengankeadaansekarang.”

Akantetapi,relevansinyadengankontekskekinian,eksitensi

UU RI. No. 1 Tahun 1974 sudah terusik atau terancam

kedudukannya sebagaiakibatkontra sosialyang berkembang

dalam masyarakat.Selanjutnya,saatiniRancangan Undang-

UndangtentangKesetaraandanKeadilanGenderdalam Pasal20

hurufa disebutkan “setiap orang berhak memasuki jenjang

perkawinandanmemilihsuamidanatauistrisecarabebas,”dapat

diungkapkansebagaiberikut;

“tentudenganRancanganUndang-UndangtentangKesetaraan

danKeadilanGenderituadalahperkawinanantaralaki-lakidan

perempuan,yangdimaksuddenganmemilihpasangansecara

bebas adalah laki-laki sebagai suami bebas memilih

pasangannyasiapasajadarikalanganperempuan,demikian

dariperempuanbebasmemilihpasangandarikalanganlaki-

lakitanpaadaunsurpaksaandarimanapun.Disisilainketika

berbicara perkawinan yang dilakukan oleh LGBT yakni
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perkawinan sesama jenis,berartitidak diatur didalam

peraturan tersebut dan tidak ada satupun agama yang

mengajarkanperkawinanyangdilakukandengansesamajenis.

Tindakan itu dianggap akal-akalan saja oleh manusia yang

menganggap dirinya modern sehingga dapat melakukan

perkawinan sesama jenis atas nama HAM (Hak Asasi

Manusia).”60

UU No.1 Tahun 1974 adalah peraturan hukum dibawah

Pancasiladanitudiberlakukandenganmengacupadatindakan

yang lebih tinggi,UUD 1945.Perkawinan sesama jenis yang

bertentangandenganperaturandalam UUNo.1Tahun1974Pasal

2ayat1.SemuaagamadiIndonesia,tidaksatupunyangdapat

membenarkankeberadaanLGBT,sehinggatindakanperkawinan

sesamajenissangatbertentangandengannormahukum yang

bersumberdariPancasila sebagaisumberhukum.Berkaitan

dengan norma hukum yang berlaku diIndonesia,perkawinan

sesama jenis sangatbertentangan dengan Pancasila,hukum

tertinggi.61

Para legislatordiDPRD Kabupaten Soppeng memberikan

60HaeruddinTahang,WawancaraDilaksanakandiKantorDPRDKabupatenSoppeng
padahariKamistanggal29Nopember2018.

61DianES.,MichaelSP.,BramansyaP.,LuigiH.Same-SexMarriageForLesbians,
Gays,Biseksuals,andTransgenders,h.224.
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garansibahwaUURI.1Tahun1974beradadalam konteksaman-

amansaja.UU No.1Tahun1974tidakakanterusikmeskipun

sedangditerpaisu-isuglobaldanhakasasimanusia.UUNo.1

Tahun 1974 tidak terpengaruh eksistensinya terhadap isu

kesetaraandankeadilangender,sebabPancasiladanUUD1945

merupakanbentenggpertahanandarikeberadaanundang-undang

tersebut.

Penerapan hukuman terhadap pelaku LGBT,para ulama

memilikiperbedaanpandangan,meskipunpadaakhirnyapelaku

LGBTtetapmengharuskanuntukdijatuhkanhukuman.Paraulama

kontroversimengenaihukuman untuk orang yang melakukan

homoseksual atau liwath. Beberapa pandangan mengenai

hukumanterhadappelakuhomoseksual,sebagaiberikut;

a.Hukuman pelaku LGBT adalah hukuman yang diberikan

harusdibunuh,baiksebagaipelakumaupunsebagaiobyek

jikamerekaberduatelahbaligh.Menurutpendapatal-Imam

al-Syaukanidalam bukunya“Al-Darariyal-Mudhiyah”bahwa

apabilakeberadaandariorangyangmelakukanperbuatan

penyimpangan seksualantara laki-lakidengan laki-laki

dengan dzakarnya dijatuhkan hukuman bunuh,walaupun

mereka berdua yang berbuatbelum menikah,posisinya

sebagaipelakudansebagaiobjek.
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b.ParapelakuLGBTdijatuhkanhukumanrajam.Imam Syafi’i

berpendapatbahwaparapelakuLGBT dapatdirajam jika

terbuktimelakukan perbuatan liwath,apabila orangnya

adalahsudahmenikahatauselainnya.Sependapatdengan

al-Baghawi,AbuDauddariSaidbinJubairdanMujahiddari

IbnuAbbasbahwaketegasanhukumanbagiparapelaku

LGBTyangditetapkanAllahSwt.adalahkasihsayang-Nya

kepadamanusiadanalam sekitarnya,agarhidupmenjadi

tentram,adil,damaidan se-jahtera.Dengan kata lain,

ketegasanancamanhukumanyangditetapkanAllahkepada

pelaku LGBT dimaksudkan sebagai upaya mencegah

kerusakan dan mendatangkan ke-selamatan,ketentraman

hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada

kebenaran,keadilan,kebijaksanaandanmenerangkanja-lan

kebenaranhakiki.62

Bandingkan dengan tulisan yang dikaji oleh Makhrus

Munajat,“LGBTPerspektifHukum PidanaIslam”,Ulamaberbeda

pandangan mengenai hukuman terhadap orang-orang yang

melakukanhomoseksual(liwath).Rumusanhukumanbagiorang-

orang yang melakukan homoseksual,maka pandangan ulama

62FitriWahyuni,SanksiBagiPelakuLGBTdalam AspekHukum PidanaIslam dan
KaitannyadenganHakAsasiManusia,JurnalLexLibrum,Vol.IV,No.2,Juni2018,h.731.
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selengkapnyadapatdilihatsebagaiberikut;

a.Hukumannya adalah dengan dibunuh,baik pelaku (fa’il)

maupun obyek (maf’ulbih)bila keduanya telah baligh.

Adapunkeberadaannyaorangyangmengerjakanperbuatan

liwath dengan dzakar (penis)nya hukumannya adalah

dibunuh,meskipun yang melakukannya belum menikah,

samasajabaikitufa’il(pelaku)maupunmaf’ulbih.Telah

mengkabarkankepadakamiAbdulAzizbinMuhammad,

b.Hukumannyadirajam,halinisebagaimanadiriwayatkanoleh

al-BaihaqydariAlibahwadiapernahmerajam orangyang

berbuatliwath.Imam Syafi’imengatakan:“Berdasarkandalil

ini,makakitamenggunakanrajam untukmenghukum orang

yangberbuatliwath,baikitumuhshon(sudahmenikah)atau

selainmuhshon.

c.Hukumannyasamadenganhukumanberzina.Pendapatini

sepertiinidisampaikanolehSa’idbinMusayyab,Atha’bin

AbiRabbah,Hasan,Qatadah,Nakha’i,Tsauri,Auza’i,Imam

Yahya dan Imam Syafi’i(dalam pendapat yang lain),

mengatakanbahwahukumanbagiyangmelakukanliwath

sebagaimanahukumanzina.Jikapelakuliwathmuhshon

makadirajam,danjikabukanmuhsondijilid(dicambuk)dan
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diasingkan.63

Dengan begitu,tujuan pokok terhadap hukuman yang

dijatuhkankepadaparapelakuLGBTdalam hukum Islam adalah

merupakanupayamengembalikannilai-nilaikemanusiaanmelalui

pencegahan,pengajarandanpendidikan.Upayapencegahanitu

bertujuan menahan pelaku agartidak mengulangiperbuatan

kejahatannyadantidakterusmenerusmemperbuatnya.

Selainitu, pencegahandilakukanjugamenjadipelajaran

bagioranglainselainpelakusehinggamerekatidakmelakukan

kejahatan,sebabpelakuataupunyanglainnyadapatmengetahui

darihukumanyangdijatuhkanterhadaporangyangmelakukan

perbuatanyangsama.Olehkarenaitu,upayapencegahanadalah

multiguna dalam artiadalah menahan kepada pelaku dengan

tidakmelakukanperbuatannyasecaraberulang-ulang,danjuga

mencegahoranglaindengantidakmemperbuatdanmencegah

dirinya dari tempat-tempat terjadinya kejahatan. Perbuatan-

perbuatandariparapelakuyangdapatdikenakanhukumanbaik

berupa pelanggaran mengenai larangan atau meninggalkan

kewajiban,sehinggamaknapencegahanpadakeadaanpertama

yang dimaksud adalah larangan melakukannya, dan arti

pencegahan pada keadaan kedua adalah agar pelaku

63MakhrusMunajat,LGBTPerspektifHukum PidanaIslam,h.115.
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menghentikanataumeninggalkan,agarkegunaandaripenjatuhan

hukuman kepada pelaku mau menjalankan kewajiban,

sebagaimanaorang yangmeninggalkanibadah-ibadahmahdah

atau orang yang tidak mau melakukan darikewajiban yang

diperintahkansebagaiorangmukallaf.64

Hanyasajadalam penerapanhukum pidanaIslam dalam

tatahukum diIndonesiamenjadibatusandunganterhadaphukum

parapelakuhomoseksualdanlesbian.Sebabdarisegilegislasi

darihukum itu belum dibuatdalam bentuk undang-undang.

Meskipun,dalam hukum pidana Islam ditetapkanparapelaku

homoseksualdanlesbianadalahhukum mati,akantetapihukum

Islam dalam ranahpidanatidakberdayadalam penerapannya.

3.KonstruksiHukum Penolakan perkawinan sesama jenis

“LGBT” Pasca putusan Uji Materi draft RUU-KHUP di

MahkamahKonstitusi

Dijelaskandalam tafsiral-ManarbahwaAllahSwt.mengutus

NabiLuthas.untukmengajakumatnyadalam akidahdanakhlak

yangbenar.Umatmanusiapadasaatitutelahterjadikerusakan

moral,kaum laki-lakimelakukan homoseksualyaknihanya

64FitriWahyuni,SanksiBagiPelakuLGBTdalam AspekHukum PidanaIslam dan
KaitannyadenganHakAsasiManusia,h.731.
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menikahdengansesamajenis,dantidaktertarikmenikahdengan

kaum perempuan.NabiLuthmemperingatkankepadaumatnya

agarmeninggalkanperbuatanyangtidakberetikadanbermoral

denganmenyalurkannafsuseksyangbenarsesuaiaturandalam

agamadenganmelakukanperkawinanantarapriadanwanita.

Akantetapi,umatNabiLuthitutidakmengindahkanajaran-ajaran,

bahkan menentang dan ingkar dengan terus melakukan

kemaksiatan dalam homoseksual.65 Akan tetapi, mereka

meninggalkanfitrahkemanusiaan,menyalahiperintahdariAllah

denganperkawinansesamajenis.Itusebabnya,kaum laki-laki

padasaatitumemilikimoraldanagamaberadadalam levelpaling

rendah.

Pandangan Ramlan Yusuf Rangkuti dalam tulisannya

“Homoseksualdalam PerspektifHukum Islam”mengatakan;

“Orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual,dan

menenggelamkandirinyadalam kelezatansyahwat,akanpudar

perasaanagamanya,dansemakinjauh.Dinyatakanolehal-

Qur’an,bilahatimanusiatelahbergelimangdengandosa,maka

imanyangberadadalam kalbunyaakanmemudar,dantidak

akan dapatmenerima hidayah Tuhan.Sesungguhnya Allah

65
RamlanYusufRangkuti,Homoseksualdalam PerspektifHukum Islam,Al-Syir’ah

JurnalIlmuSyari’ahdanHukum,Vol.46No.I,Januari-Juni2012,h.195.
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tidakakanmemberipetunjuk-Nyakepadaorang-orangfasik.

Pengaruh penyimpangan seks semacam homoseksual,

menurut ahli ilmu jiwa,adalah tidak adanya keinginan

melangsungkanperkawinan.Jikaadadiantaranyayangtelah

kawin, akan menyuruh laki-laki yang disukainya untuk

menyetubuhiistrinya sendiriasalkan laki-lakiitu bersedia

digaulinyasecarahomoseks.Bilaseoranghomotelahberusia

lanjutdantidaksanggupmendatangilaki-laki,diasendiriyang

mengundang,danmembayarsejumlahuangsebagaiimbalan.

Akibatdariperilaku iniperempuan pun merasa tidakpuas

bersetubuhdenganlaki-laki,dantimbullahkeinginanmereka

untukmelakukanhubunganseksantarsesamanya(lesbian).”

Kaitannyadengankekejiandalam perkawinansesamajenis,

lebihlanjutRamlanYusufRangkutimengatakan;

“Perbuatan kaum Nabi Luth telah melampaui batas

kemanusiaan,yanghanyabersyawatkepadasesamalaki-laki,

dan tidak berminat kepada wanita sebagaimana yang

ditawarkan oleh Luth.Perbuatan semacam inimembawa

akibatyangsangatfatal,karenadapatmerusakakaldanjiwa,

menimbulkankehancuranakhlakdantindakkejahatanyang

akan menghilangkan ketenteraman masyarakat.Kejahatan
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kaum NabiLuthyangbertentangandenganfitrahdansyari’at

itu mendapathukuman dariAllah dengan memutarbalikkan

negerimereka,sehinggapendudukSadum,termasukistriNabi

Luthsendiri,terbenam bersamaandenganterbaliknyanegeri

itu.YangtidakterkenaazabhanyalahNabiLuthbesertapara

pengikutnyayangsaleh,taatmenjalankanperintahAllahdan

menjauhkandiridarihomoseks.”66

Merujuk pada catatan sejarah terdahulu,ternyata Allah

sangatmurkadenganperbuatanyang dilakukanolehmanusia

denganperkawinansesamajenis.AllahSwt.tidakpernahsedikit

punmeridhaidariperbuatanhomoseksual.Kelihatannyatidakada

suatumasayangmenunjukkanAllahSwt.memberiruangmanusia

untukmelakukanhomoseksual.Akantetapi,realitasitusepertinya

manusiakekinianinginkembalidarisejarahkehidupankaum Luth.

Adafenomenadarikehidupanmanusiayanglaki-lakimencintai

sesamasejenisnya,hidupbersamadenganikatanperkawinan.

SumberinformasiyangdiperolehdariArdhanaryInstitute

adalah salah satu organisasiyang banyak menyuarakan isu

tentang Lesbian,Biseksualdan Transgender(LBT),termasuk

66RamlanYusufRangkuti,Homoseksualdalam PerspektifHukum Islam,Al-Syir’ah
JurnalIlmuSyari’ahdanHukum,h.196-197.
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gender dan seksualitas perempuan.Organisasiinidibentuk

melaluikerjasamauntukmembangunsumberdayamanusiake

dalam suatumekanismekontrol,monitoringdankoordinasidalam

mencapaitujuan-tujuan tertentu atau target-targetorganisasi

mampudicapai.ApalagidenganisuLGBTsaatinidiIndonesia

semakin sulit dibendung keberadaannya,adalah salah satu

komunitas yang menghendaki dan diberikan hak-haknya,

membuka peluang-peluang untuk bersosialisasi dalam

masyarakat,mengembangkaninteraksidalam suatukebebasan

berekspresiyaitumengenalkankepadatetanggasekitarbahwa

tidak semua manusia memilikikodratyag sama,khususnya

individudarikomunitasLGBT.67

Eksistensi LGBT dalam pendekatan historis,diketahui

organisasigaydidirikanuntukpertamakalinyadiIndonesiapada1

Maret1982,danLambdaIndonesiadengansekretariatdiSolo,

selanjutnyamenyusulbeberapawilayahmunculsebagaicabangdi

Yogyakarta,Surabaya,Jakarta dan tempatlain diIndonesia.

Organisasi“Gaya Nusantara”dipeloporiDede Oetomo sebagai

tokohutama,memilikivisiadalah“TerciptanyasuatuIndonesia

yangmenghargai,menjamindanmemenuhihakasasimanusia,

67
SriSetiawati,JaringanSosialOrganisasiLesbian,BiseksualdanTransgender:Studi

KasusOrganisasiArdhanaryInstitutediJakarta,JurnalAntropologi:Isu-IsuSosialBudaya,
Vol.18No.2,Desember2016,h.155.
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dapat hidup dalam kesetaraan, kemerdekaan dan

keanekaragamaanhal-halyangberkaitandengantubuh,identitas

dan ekspresigenderdan orientasiseksual”.Sedangkan misi

organisasainyameliputi:1)Melakukanpenelitian,publikasidan

pendidikandalam HAM,seks,genderdanseksualitas,kesehatan

dankesejahteraanseksual.2)Melakukanadvokasidalam HAM,

seks,gender dan seksualitas,kesehatan dan kesejahteraan

seksual.3)Menyediakanpelayanandanmenghimpuninformasi

seputarHAM,seks,genderdan seksualitas,kesehatan dan

kesejahteraanseksual.4)Memeloporidanmendoronggerakan

LGBTI.68

AktivisKomunitasLGBTIndonesiadalam satuforum diskusi

publikberusahauntukmenjelaskanbahwasekurang-kurangnya

ada enam poin gerakan atau aktivitas yang dilakukan oleh

komunitas LGBT khususnya di Indonesia adalah; pertama,

mengedukasimasyarakatbahwaLGBTbukanpenyakit,sehingga

tidak perlu diobati. Kedua, mendorong pemerintah untuk

menghapuskan kekerasan yang dialamioleh komunitas LGBT

karenaidentitasnyasebagaiLGBT,yangmeliputilimakekerasan

yaitu:kekerasan seksual,kekerasan fisik,kekerasan ekonomi,

68Rustam DaharKarnadiApolloHarahap,LGBTdiIndonesia:PerspektifHukum Islam,
HAM,PsikologidanPendekatanMaslahah,Al-Ahkam,Volume26,Nomor2,Oktober2016,h.
227-228.
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kekerasan budaya,dan kekerasan psikis.Ketiga,mendorong

negara untukbersikap adildan beradab kepada setiap warga

negara,danmenghapuskandiskriminasiterhadapLGBT.Keempat,

menuntutpemerintah untuk memenuhihak-hak dasarmereka

sebagaiLGBT,karenamerekaadalahwarganegarayangharus

dipenuhihaknya dan tidak boleh diskriminasi.Kelima,kepada

sesamakomunitasLGBT,gerakanmerekaberorientasisebagai

tempatbelajarbersamadansupportgrupatausalingmendukung

menghadapisegalapermasalahanyangmerakahadapi.Keenam,

membuatwebsitekomunitasLGBT,yangbertujuanmengedukasi

publiktentangapaituLGBT,menghentikankekerasanterhadap

LGBTdantidakmelakukanpelecehanseksualkepadasiapapun.69

Hamdan Taufan menjelaskan ketikamenjelaskan tentang

perkawinansesamajenisyangdilakukanolehLGBT,tanparagu-

ragumengatakan,sebagaiberikut;

“manusia diciptakan oleh Allah Swt.adalah makhluk yang

sangatmulia,manusiadianugrahiakaluntukberpikirdalam

menentukanantarabenardansalah,baikdanburuk,yangtidak

dimilikimakhluk-makhluk lainnya.Ungkapan dalam bahasa

Bugisdikatakan‘asu’ebawangde’naengkariitakawingpada-

69Rustam DaharKarnadiApolloHarahap,LGBTdiIndonesia:PerspektifHukum Islam,
HAM,PsikologidanPendekatanMaslahah,h.228-229.
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padannalai,tette’ituliriitamuitulisibawakombanna’,naolo-

koloiyyae,naiisengpassilaingengngilainakomba’e,koni’eidi

tau’e mala dasar,masa idi melo kawing pada-padatta

oroane’wepadahalidimappunnaikiakkaleng,sementaraolo-

kolo’edegagaakalenna,nadee’naengkanasalapile’ibalinna.’

Halitumaksudnyaadalahanjingsajatidakpernahditemukan

kawindengansesamajenisnyalaki-laki,tetapselaludisaksikan

bersamadenganlawanjenisnya,daniniadalahbinatang,tahu

membedakan jantan dan perempuan, itulah manusia

mengambildasar,ketikahendakkawinmanamungkinbisa

memilihdengansesamajenis,padahalmanusiapunyaakal,

sementara binatang tidak punya akal,namun tidak pernah

memilihsesamajenisnya.”70

Keberadaan dariLGBT dapat merusak tatanan sosial

termasukdenganbangunankeluargayangterdiridarisuamidari

jenislaki-lakidanisteridarijenisperempuan.KonteksdariLGBT

menunjukan dalam tatanan keluarga menjadirusak,sebab,

keluargayangmerekarajutadalahsuamitidakselamanyalaki-laki,

atauistritidakselamanyaperempuan.

KomunitasdariLGBT itu telah melakukan penyimpangan

70HamdanTaufan,WawancaraDilaksanakandiKantorDPRD KabupatenSoppeng
padahariKamistanggal22Nopember2018.
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sosialdalam masyarakatyangplural.KomunitasLGBTberusaha

keluardarikunkungan norma dan keadilan ditengah-tengah

kehidupanmasyarakat,sehinggamerekamenentangnormayang

tidak menguntungkan dengan kalangan mereka. Meskipun,

keberadaanLGBTmenilaibahwanormadankeadilantidakserta

mertaberlakuselarasdengannormaagamadanbudaya,namun

olehsebagianbesarmasyarakat,baikindividumaupunkelompok

orangyangperilakunyatidaksejalandengannorma,makatidak

adahakbaginyauntukmendapatkankeadilan.71

KeberadaanLGBT sebagaimakhlukindividudanmakhluk

sosialterusberusahamencaricaradalam berbagairuangsosial

agarmemperoleh pengakuan darimasyarakat.Melaluidengan

data,diakuibelum adasecararesmimenyebutkan jumlahdari

orang-orang yang tergolong LGBT diIndonesia.Akan tetapi,

informasidariKetuaForum KomunikasiWariaIndonesia,Yulianus

Rettoblaut menyebutkan bahwa jumlah waria di Indonesia

berdasarkanhasilpertemuannasionalforum komunikasiwaria

tahun2015sebanyak2,3jutajiwa.Berkaitandenganangkayang

disebutkan itu terus meningkatdalam perkembangan jumlah

71Istiqomah,Keberadaan Lesbian,Gay,Biseksualdan Transgender(LGBT)di
IndonesiamelaluiCermin SosialBudaya,JurnalKajianIlmiah,Vol.17No.1,Januari2017,h.
71-73.
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LGBTditigatahunterakhirditahun2018.72

Kaitannya dengan hak-hak LGBT, dapat dikaji lebih

mendalam mengenaiperaturanhakataspekerjaanadalahhak

siapasajadarisetiapwarganegaraagartercapaikesejahteraan

rakyatsebagaibagian tujuan negara sebagaimana termuatdi

dalam PembukaanUUD1945.Hakitudimaksudkanagarsetiap

warga negara tidakterdikriminasiuntukmemperoleh hakdari

suatukehidupanyanglayak,sehinggahak untukmemperoleh

suatu pekerjaan secara eksplisitsangatjelas tertuang dalam

kaidah konstitusi. Misalnya, disebutkan dalam UUD 1945

mengenaihakataspekerjaanterdapatdalam Pasal27angka2,

adalah:“Tiap-tiap warga-negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupanyanglayakbagikemanusiaan”.Selanjutnyadalam

amandemenkeduaUUD 1945dinyatakanbahwa“perlindungan

terhadaphakataspekerjaanditambahkanpadaPasal28Dayat2,

yang berkaitan dengan substansitentang HakAsasiManusia,

adalah:“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat

imbalandanperlakuanyangadildanlayakdalam hubungankerja”.

Menunjuksumberdariketentuannormatifdalam UUD1945pada

Pasal28ayat2,sangatmenegaskankonstitusionalitashakatas

72
HanzelMamuaya,AgusMulyaKarsona,PelaksanaanHakAtasPekerjaanterhadap

Transgender/TransseksualdiIndonesia,JurnalBinaMuliaHukum,Volume2,Nomor2,Maret
2018,h.248.
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pekerjaan(righttowork)danhakdalam bekerja(rightinwork)

sebagaihak asasimanusia.Konkretisasiterhadap hak atas

pekerjaan,penekanannya adalah lebih mengarah dalam aspek

kerja tanpa mendiskriminasihak setiap orang dengan alasan

agama,etnisdanseterusnya.Sementaraperwujudanatashak

dalam bekerjamerupakanimplementasipemenuhanhak-hakyang

bersifat normatif bagi yang pekerja untuk menikmati dan

memperolehupah,jaminanatasfasilitaskeamanan,jaminanatas

keselamatandanjaminanmasadepandarisetiapwarganegara.73

Indonesiasebagainegaraberpendudukterbanyakke-5terus

memunculkanpolemikdalam menyikapikomunitasLGBTadalah

yangpro,kontradanbiasa-biasa.Orang-orangyangprodengan

komunitas LGBT adalah selalu menggunakan pendekatan hak

asasimanusiadan kebebasan (freedom)ketikamenempatkan

manusiadalam menjalankansuatukehidupan.Berbedadengan

sikapyangmenolakkomunitasLGBTdianggapsebagaisampah,

menentang norma-norma sosial dan agama yang telah

dikonstruksidanberlakuditengah-tengahmasyarakat,termasuk

memutusmatarantaidenganmelanjutkanketurunan.Akantetapi,

orang-orang yang biasa-biasa dalam menyikapi dengan

73HanzelMamuaya,AgusMulyaKarsona,PelaksanaanHakAtasPekerjaanterhadap
Transgender/TransseksualdiIndonesia,h.248.
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keberadaankomunitasLGBT,menilaisebagaiorang-orangyang

pantas hidup dan diberikehidupan sepanjang perilaku tidak

melanggarnorma-normasosial,agama,kepatuhandanketaatan

ketertibandalam masyarakat.Olehkarenaitu,eksistensiLGBT

yangmelakukanperkawinansesamajenis,adalahsuatutindakan

yangmenolakpenerapanhukum Islam yangmenginginkansuatu

perkawinanantarlawanjenisyakniperkawinanantaralaki-lakidan

perempuan,bukanberartiorientasidariperkawinanhanyauntuk

memenuhikebutuhanbiologis.Hukum Islam menghendakisuatu

ikatanperkawinanadalahsuci dansakraluntukmewujudkan

keluargakekaldanbahagiadalam menciptakanketenanganhidup,

sakinah, mawaddah dan rahmah dalam mengembangkan

keturunanmanusiayangberadabdanbermartabat.74

BerbedadenganMahkamah Agung AmerikaSerikatpada

tanggal26 Juni2015mengeluarkanputusanbahwaperkawinan

sesama jenis dilegalkan diseluruh wilayah negara tersebut.

PutusanyangmelegalkanLGBTmelakukanperkawinansesamajenis

dalam kontekshomoseksualdanlesbianadalahdilindungiolehhukum

negaraAmerikaSerikatjelasmengabaikanhukum agamasebagai

hukum yang terang-terangan menolak dariperkawinan yang

74
Muhammad RizkiAkbarPratama,RahmainiFahmi,Fatmawati, Lesbian,Gay,

BiseksualDanTransgender:TinjauanTeoriPsikoseksual,PsikologiIslam DanBiopsikologi,
Psikis,JurnalPsikologiIslami,Vol.4No.1Juni2018,h.29.
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dilakukanolehLGBT.75

Hukum Islam mengatur hukum perkawinan yang

diimplementasikan dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 bahwa

perkawinanyangdikehendakiadalahdilakukanolehseoranglaki-laki

denganseorangperempuansebagailawanjenis,sehinggatujuan

dariperkawinanitutidakhanyauntukkebutuhanbiologis,akan

tetapimerupakan ikatan sakraldan suciuntuk membangun

keluargakeluargakekaldanbahagia,terciptasakinah,mawaddah

warahmah. Perkawinan yang dilakukan oleh LGBT adalah

perkawinansesamajenisyangdiklaim melawankodratdanfitrah

manusia,mustahilmenghasilkanketurunandanmerusakgenerasi

manusia,hanya untukmengikutinafsu kebinatangan.Larangan

perilaku seksualmenyimpang oleh LGBT dalam hukum Islam

sangatjelas larangannya dalam al-Qur’an dan sunah bahwa

homoseksdanlesbianadalahmerupakanperbuatansesatdan

sehina-hinanyaperbuatan.76

Perilaku seks menyimpang, baik kasus homoseksual

maupunlesbiansangatmemungkinterjadikepadasiapasajadan

dimanasaja,olehkarenaitudibutuhuntukmemproteksisetiap

75
Suherry,EdwardMandala,&DecaMustika,RoniBastiar,DickyNovalino,Lesbian,

Gay,Biseksual,danTransgender(LGBT)dalam PerspektifMasyarakatdanAgama,Makalah,
h.93-94.

76Suherry,EdwardMandala,&DecaMustika,RoniBastiar,DickyNovalino,Lesbian,
Gay,Biseksual,danTransgender(LGBT)dalam PerspektifMasyarakatdanAgama,h.94.
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anggota keluarga dariperilaku seksualmenyimpang.Keluarga

adalahtempatmelindungiterjadinyahomoseksual,lesbian,dalam

praktikperkawinansesamajenis.

PerilakukomunitasLGBTdisebutsebagaifenomenasosial

yang seringkalimemperoleh perlakuan yang berbeda dalam

masyarakat.PerlakuanyangberbedaituperilakuLGBT disebut

perilaku seksual menyimpang dalam lingkungan tempat

tinggalnya, sehingga menimbulkan sikap penolakan dan

marginalitas terhadap kaum LGBT pada saat menunjukkan

identitasseksualdikalanganmerekayangsesungguhnya.Akan

tetapi, akhir-akhir ini dianggap sangat meresahkan sikap

komunitasLGBTsebablebihintensmemunculkanidentitasdirinya

di tempat-tempat publik dengan tujuan untuk memperoleh

pengakuan atas keberadaannya.Upaya komunitas LGBT di

tengah-tengahmasyarakat, pergaulanmerekabukanhanyadi

tempat-tempattertutup,namunreaksidarikomunitasLGBTsudah

mulaiberanibergauldiruangpublikyang dapatdiketahuioleh

orang-orangbanyakdimasyarakat.Orientasidanperilakuseksual

menyimpangakanterusberkembangseiringdenganmeluasnya

perubahansosialkontemporer,samasepertisemakingencarnya

gerakan persamaan hak perempuan. Seiring pencelaan

masyarakatterhadap homoseksualitas dan lesbian kian mulai
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memudar,sehinggaperilakuseksualmenyimpangituberlahan-

lahan mendapattempatditempat-tempatyang terbuka pada

ruangpublik.77

HubungannyadenganukuranperilakuLGBT dalam konteks

normadanagama,tentutidakdapatditerimaolehmasyarakat.

Salah satunya dari upaya LGBT adalah mereka berusaha

membentukorganisasiyangdiharapkandapatmenjadijembatan

efektifuntuk berkomunikasidengan masyarakatnormalpada

umumnya. Tujuan organisasi yang dibangun oleh LGBT

merupakan usahapermisif untukmencaripembenaranketika

membukadiridanberkomunikasiditengah-tengahmasyarakat

luas.Denganbegitu,pembentukanorganisasiyangdibangunoleh

LGBT agar mempunyai power dan legalisasi dalam

memperjuangkan hak-haknya yang selama iniditiadakan oleh

masyarakatdanpenguasa.Perjuanganitutentumembutuhkan

proses yang sangat panjang agar komunikasi mengenai

keberadaan kaum LGBT mendapatpengakuan dan dukungan

dalam masyarakatluas.78

PerspektifHak AsasiManusia (HAM)dinyatakan bahwa

77
Akh.SyamsulMuniri,HakAsasiManusiadalam Islam dan EksistensiLGBT di

Indonesia,Prosiding SeminarNasional&Temu Ilmiah Jaringan PenelitiIAIDarussalam
BlokagungBanyuwangi,ISBN:978-602-50015-0-5h.16.

78Akh.SyamsulMuniri,HakAsasiManusiadalam Islam dan EksistensiLGBT di
Indonesia,h.16.
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“semuamanusiapadahakikatnyamemilikiderajatdanmartabat

yangsama,setiapmanusiamemilikihak-hakdankewajibanyang

samatanpamembedakanjeniskelamin,warnakulit,suku,agama

maupunstatussosial.Setiapmanusiayangmemilikiderajatyang

luhur(humandignity)berasaldariTuhanyangmenciptakannya

sebagaiindividuyangbebasuntukdapatmengembangkandiri.”

Pernyataan tentang HAM adalah perbincangan yang sangat

menghangatkhususnyamemberikanperlindungansemuahak-hak

manusia. Peraturan yang bersumber dari HAM merupakan

peraturanyangtidakbisaterpisahkanbahkansalingmenguatkan

hak-hak yang ada dalam dirimanusia.Melaluiisu ini,maka

komunitasLGBTterusbergerakdanberjuangagarmemilikihak-

haknyasamadenganmanusianormalainnya.Sepertinyadalam

konsepHAM,perdebatankeberadaanLGBTharusdihentikandan

manusia yang berhak atas penghormatan dan penghargaan

terhadapotoritaspublik.Halsebaliknyayangtidakterjadidari

suatusituasibiasanyajikamengaitkandenganisuHAM bahwa

merupakan tindakan diskriminasikeberadaan kaum LGBT jika

munculdarilarangandanancamandariparapemimpinagama,

pemimpinpartaiyangkadang-kadangtanpaberpikirlebihpanjang

menyatakanbahwakaum LGBT sebagaiorang berdosa.Sikap

penolakanituadalahtindakanyangsulitditerimaolehkomunitas
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LGBT.79

Hukum Islam telah mengatur penyaluran orientasi

seksualitaskepadamanusiasesuaidenganketentuanAllahSwt.

yaituhanyaterhadapsuamiistridalam sebuahikatanperkawinan

yangsah.HubungannyatentangLGBT,seorangahlitafsiryakni

QuraishShihabmenjelaskanbahwaperkawinanatauhubungan

seks sesama jenis tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Mengumbarnafsuseksualsesamajenisadalahmerupakanzina.

Ditambahkan pula dalamFatwa MUINomor57 Tahun 2014

tentanglesbian,gay,sodomi,danpencabulan,dengantegasMUI

memfatwakanbahwapelakusodomi(liwat)baiklesbianmaupun

gayhukumnyaadalahharam danmerupakanbentukkejahatan,

dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumannya bisa

maksimalyaitusampaipadahukumanmati.Demikianjugadalam

halkorbandarikejahatan(jarimah)homoseksual,sodomi,dan

pencabulan adalah anak-anak, pelakunya juga dikenakan

pemberatanhukumanhinggahukumanmati.80

Konstruksihukum terhadapperkawinansesamajenisyakni

LGBT,dapatdijatuhkansanksipidana,sebagaikeadaanhukum

79Akh.SyamsulMuniri,HakAsasiManusiadalam Islam dan EksistensiLGBT di
Indonesia,h.20.

80Rustam DaharKarnadiApolloHarahap,LGBTdiIndonesia:PerspektifHukum Islam,
HAM,PsikologidanPendekatanMaslahah,h.231-235.
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yangsudahada.Penerapanhukum terhadap perilakuseksual

menyimpangLGBT termasukdenganperkawinansesamajenis

adalahpenerapandarihukum lamayangdiaturdalam KUHPidana.

Sedangkanuntukpenerapanhukum baruadalahmasihmenunggu

prosespembentukanhukumnyahinggadiundang-undangkanDraft

RUU-KUHPidana.Disisilain,masyarakatIndonesiatidakboleh

terpancingdenganisu-isuhakasasimanusiaterhadappenerapan

hukum pidana LGBT yang dapatdisebutsebagaikejahatan

kesusilaan.SetelahDraftRUU-KUHPidanaditolakataudibatalkan

diMahkamah Konstitusitidak serta merta bahwa kejahatan

kesusilaan adalah dilegalkan, melainkan perilaku seksual

menyimpang oleh LGBT, perkawinan sesama jenis dapat

dijatuhkanhukum pidana.

BABV

KESIMPULANDANSARAN
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A.Kesimpulan

1.Membedah kewenangan Mahkamah Konstitusidalam uji

materiDraftRUU-KUHPidanaPasal284,285,dan292tidak

termasuk abuse of power (penyalagunaan kekuasaan)

dengankonsepsipemikiranparapembuatundang-undangdi

DPRDKabupatenSoppengyakniputusanitudapatditerima.

Dikemukakan bahwapenolakan kelimahakim Mahkamah

Konstitusiyangmembatalkanpermohonanpemohonbukan

dalam ranahsubstansiDraftRUU-KUHPidana,akantetapi

penolakanituterletakpadastatuskonstitusinyadariDraft

RUU-KUHPidana,artinyayangdiajukanpermohonanmasih

dalam bentukdraftrancanganundang-undang.Olehkarena

itu,disebutmelakukanpenyalagunaankekuasaanjikahakim

Mahkamah Konstitusimengujimaterirancangan undang-

undang, sebab itu keliru dan bertentangan dengan

kewenangannyasendirimengujimaterisementaraundang-

undang itu masih dalam bentuk rancangan.Sejauh dari

penolakanhakim MahkamahKonstitusiterhadapujimateri

Draft RUU-KUHPidana bukan merupakan penyagunaan

kekuasaan untuk melawan kewenangannya sendiri.

MahkamahKontitusimenolakataumembatalkanujimateri

Draft RUU-KUHPidana,bukan berartidalam interpretasi
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putusan Mahkamah Konstitusi melegalkan kejahatan

kesusilaan, perzinaan, pemerkosaan, pencabulan,

perkawinansesamajenisyangdibingkaiperilakuseksual

menyimpang yakni homoseksual, lesbian, atau

membolehkan transgender, akan tetapi Mahkamah

Konstitusi menjaga dan memproteksi etika dari

kewenangannya sendiridengan tidak mengujirancangan

undang-undang melainkan undang-undang. Semua

kejahatan kesusilaan itu tetap dapat dihukum atau

dijatuhkan pidana sesuai dengan keadaan hukum

sebelumnyayangbersumberdariKUHPidana.Sebabdapat

dipastikan akan berbeda kenyataannya dari putusan

MahkamahKonstitusidalam melakukanujimateriadalah

DraftRUU-KUHPidana itu sudah menjadiundang-undang,

lalukemudiandiajukanpermohonanuntukujimateriundang

-undang.

2.Semua unsur dari umat Islam,baik dari Pemerintah

Kabupaten Soppeng,DPRD,ulama dan seluruh elemen

masyarakatterang-terangandantegasmenolakkeberadaan

perilakumenyimpangLGBTtermasukperkawinansesama

jenis yang dilakukan. Masyarakat Kabupaten Soppeng

sangatmenjunjungtinggiinstitusiperkawinandenganlawan
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jenis adalah perkawinan sakralyang sakraldan suci.

Perkawinansesamajenisyangditujukankepadaparapelaku

homoseksualhanya memilikistatus hubungan sejenis,

adalahmerupakanhubunganyangditolakolehmasyarakat.

Hubunganperkawinansesamajenisadalahhubunganyang

tidakmemilikiruangdantempatdalam wilayahpublikdan

dapatdiklaim sebagaisalah satu tindakan pidana.Itu

sebabnyadalam beberapadekade,parapelakuhomoseksual

telah berusaha keluar kunkungan norma, baik yang

bersumberdarimoralitasmaupunagama.Hanyasajadalam

penerapan hukum pidana Islam dalam tata hukum di

Indonesiamenjadibatusandunganterhadap hukum para

pelakuhomoseksualdanlesbian.Sebabdarisegilegislasi

darihukum itubelum dibuatdalam bentukundang-undang.

Meskipun,dalam hukum pidana Islam ditetapkan para

pelakuhomoseksualdanlesbianadalahhukum mati,akan

tetapihukum Islam dalam ranahpidanatidakberdayadalam

penerapannya.

3.Konstruksihukum terhadapperkawinansesamajenisyakni

LGBT,dapatdijatuhkan sanksipidana,sebagaikeadaan

hukum yang sudah ada.Penerapan hukum terhadap

perilaku seksual menyimpang LGBT termasuk dengan
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perkawinan sesama jenis adalah penerapan darihukum

lama yang diatur dalam KUHPidana.Sedangkan untuk

penerapan hukum baru adalah masih menunggu proses

pembentukanhukumnyahinggadiundang-undangkanDraft

RUU-KUHPidana.Disisilain,masyarakatIndonesia tidak

bolehterpancingdenganisu-isuhakasasimanusiaterhadap

penerapanhukum pidanaLGBTyangdapatdisebutsebagai

kejahatankesusilaan.SetelahDraftRUU-KUHPidanaditolak

ataudibatalkandiMahkamahKonstitusitidaksertamerta

bahwakejahatankesusilaanadalahdilegalkan,melainkan

perilaku seksualmenyimpang oleh LGBT,perkawinan

sesamajenisdapatdijatuhkanhukum pidana.

B.Saran

UmatIslam seluruhtetapmempertahankankoridordenga

menjunjungtinggiinstitusiperkawinandenganlawanjenisadalah

perkawinanyangsakraldansuci.Perkawinansesamajenisadalah

merupakan perkawinan yang harus ditolak,sebab perkawinan

sesamajenisadalahhubunganyangtidakmemilikiruangdan

tempatdalam wilayahpublikdansebagaisalahsatutindakan

pidanadinegaraIndonesia.Perkawinansesamajenismerupakan

kejahatankesusilaanyangdilakukanolehkomunitasLGBT.Disisi

lain pentingnya untukmemberikan perhatian untukmelakukan
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pengkajianmendalam,sebabdaritemuanpenelitianinibahwa

pembatalanataupenolakanujimateriDraftRUU-KUHPidanadi

MahkamahKonstitusitidakberartilembagapenegakhukum itu

melegalkan perkawinan sesama jenis oleh LGBT,akan tetapi

harapndalam penegakanhukum adalahterciptanyarasakeadilan,

kepastianhukum,ketenangan,ketertibandankedamaiandalam

seluruhmasyarakatIndonesia.
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soal-tuduhan putusan-yang-melegalkan-zina-dan-lgbt. Diakses pada
tanggal08Nopember2018.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/17/16235281/mahfud-md-yang-
kurang-paham menuduh-mk-perbolehkan-zina-dan-lgbt.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/14/16313161/empat-hakim-mk-
beda-pendapat-soal-putusan-uji-materi-pasal-kesusilaan-d.
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